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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan
rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2024 ini, dapat di susun dan diselesaikan sesuai dengan target waktu yang
telah ditentukan. Pelaporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Tahun
2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dan

pelaporan hasil capaian kinerja selama Tahun 2024.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sebagai satuan kerja vertikal dari
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) merupakan Lembaga Pemerintah
Non Kementrian (LPNK) pada Tahun anggaran 2024 telah melaksanakan Program
Pencegahan danPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang PAGN berpedoman kepada RENJA
(Rencana Kerja) sebagaimanatertuang dalam RENSTRA (Rencana Strategis) BNN Tahun
2020-2024 dimana RENSTRA tersebut merupakan sebagai pedoman untuk memberikan arah

bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini diharapkan agar dapat
memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi,
perencanaan, serta tolak ukur dalam pelaksaan kegiatan di BNN Kabupaten Bandung Barat,
sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas percapaian visi misi BNN
Kabupaten Bandung Barat untuk tahun berikutnya. Dalam laporan ini disajikan target capaian
kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dengan 10
(Sepuluh) Sasaran Kinerja dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja kegiatan yang berpedoman
pada Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Reviu Atas Laporan Kinerja dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak dan stakeholder di Kabupaten Bandung Barat,
yang telah membantu dan memberikan dukungannya kepada Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Bandung Barat sehingga seluruh target dapat tercapai dengan cukup baik.

Sajian data dan informasi dalam laporan kinerja ini tentunya masih sangat terbatas dan
belum mengulas secara kompherensif terkait praktik pengelola program, kegiatan, dan kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Demikian yang dapat disampaikan, kritik
dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Narkotika

Nasional Kabupaten Bandung Barat pada tahun mendatang.

Bandung Barat, 15 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional

DAFTAR ISI
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IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang
menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program
dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran 1
tahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang

bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat berisi hasil laporan
kinejra pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan BNN Kabupaten Bandung Barat, yakni
program pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

(P4GN) dan program dukungan manajemen.

Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Bandung Barat memperoleh pagu anggaran awal
sebesar Rp. 1,650,631,000 yang kemudian dengan adanya pengurangan bersumber dari
Relaksasi Automatic Adjustment, sehingga pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1,502,469,000, dan
Penambahan dari Kelebihan Target PNBP Sebesar Rp. 11.136.000,- sehingga akhir tahun total
pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1,513,605,000 Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa
jenis belanja, yakni : Belanja Barang sebesar Rp. 1,513,605,000, Belanja Modal Rp. 0.

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2024, diperoleh data bahwa capaian Badan

Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat diantaranya yaitu :

1. Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan,
sebagai berikut :
a. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) sebesar
54,01 Indeks dari angka target yang ditetapkan sebesar 54,63 Indeks.
b. Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)
sebesar 78.304 Indeks dari angka target yang ditetapkan sebesar 88,571 Indeks.
c. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,76 Indeks dari angka target yang

ditetapkan sebesar 3,76 Indeks.
2. Seksi Rehabilitasi dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

a. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan

kualitas hidup sebesar 74,22 % dari angka target yang ditetapkan sebesar 68 %.
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b. Jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tercapai 10 orang dari
angka target yang ditetapkan sebesar 10 orang.

c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional tercapai 1 lembaga dari angka target
yang ditetapkan yaitu 1 lembaga.

d. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabalitasi IBM yang operasional tercapai 2 unit
dari target 2 unit

e. Indek kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tercapai
sebesar 3.44 dari target 3.29 Indeks.

3. Bagian Umum dengan 2 Indikator kinerja, sebagai berikut :

a. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 100 Indeks dari target yang ditetapkan sebesar 86
Indeks.

b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 Indeks dari target yang
ditetapkan sebesar 94,65 Indeks.

Dari 10 Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, 4
indikator yang melebihi target yang ditetapkan, 4 Indikator yang sesuai dengan target yang dan
2 Indikator di bawah target yang ditetapkan.
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PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis
yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju
pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun. Tingkat kepadatan penduduk
Indonesia sebesar 124 orang per km2. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar

potensial bagi peredaran gelap narkoba.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang
melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat
mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah
mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdadsarkan

data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota yang terbebas dari masalah narkoba.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika (PAGN) yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara, pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengatur
pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, mengatur tentang
rehabilitasi medis dan social, serta upaya pemberantasan terhadap tindak pidanan Narkotika

melalui ancaman pidanan denda, pidanan penjara, pidanan seumur hidup, dan pidanan mati.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan
masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam,
tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan
bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalagunaan narkoba di Indonesia semakin
bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat
harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi
rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang

harganya paling mahal hingga paling murah.

Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba adalah
ganja, shabu, dan ekstasi. Ketiga jenis narkoba tersebut masih menguasai pasar peredaran
narkoba. Hal yang menarik adalah bahwa obat-obatan daftar G (seperti Tromadol, Trihex,
Xanax, dsb), yaitu obat resep ternyata juga banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba.
Selain itu, obat bebas jenis sakit kepala (analgesic) yang bebas dijual di warung, mini market,
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maupun toko obat/ apotik juga banyak dikonsumsi secara berlebihan dari dosis normal oleh

para penyalahguna untuk mendapakan efek mabuk.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-
akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan
kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa,
mahasiswa tetapi juga pelajar SMA sampai pelajar setingkat SMP. Dikatakan remaja
merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki
sifat dinamis, energik, sellau ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga

mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Bandung Barat sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban menyusun laporan
kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok fungsi serta
sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Bandung Barat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan tujuan LAKIP
yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu
organisasi.



DASAR HUKUM

BNN Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan Program P4GN

(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba,

berpedoman kepada :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

Undang — Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan
dantanggung jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi
pemerintahan;

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja
instansi pemerintah;

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
TataCara Reviuw atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
OrganisasiDan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota;

Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020
—2024;

Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BNN;;

Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan
penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota;
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Badan Narkotika Nasional dan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024
Nomor : SP DIPA-066.01.2.418317/2024 tanggal 28 November 2023.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK) yang diberikan tugas untuk melakukan penanganan permasalahan narkoba
dengan mencegah dan memberantas peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
(P4GN). Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan
Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika
Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
berada di bawah naungan BNN Provinsi dan betanggungjawab kepada kepala BNN
Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014,

bahwa tugas Badan Narkotika Nasional diantaranya yaitu :

a. Menyusun dan melaksanakan kebiajakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
Narkotika;

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika;

c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan prekursor narkotika;

d. Meningkatkan kemapuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu
Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

f.  Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor
Narkotika;

g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional,
guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika;

h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;

i. Melaksnaakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

j-  Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanakan tugas dan wewenang.
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Selain tugas sebagaimana dimaksud, juga bertugas menyusun dan
melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Selain tugas tersebut, Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan
dibidang P4GN daam wilayah Kabupaten/Kota;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan
masyarakat,rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;

Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

- o o o

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Untuk mengaktualisasi tugas dan fungsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Bandung Barat memiliki struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala BNN Kabupaten/Kota;

b. Kepala Sub Bagian Umum
c. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISAS|
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA BNN KRBUPATEN BANDUNG BARRT

ENNK BANDENG BARAT ]
KEPALA SUBBAGIAN UMUM

JABATAN PELAKSANA X

e an | Tasarana Kantor

san

IRBATAN FUNGSIONAL K
KEUANGAN

ARBN Al Muda
ISR Al | arEmE

IRBATAN FUNGSIONAL JABATAN PELRKSANA

T

JABATAN PELAKSANA K

Angnaran dan Palanoran

dsaasacasaRNassunweskavee | BB




SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN di wilayah Kabupaten Bandung
Barat, BNN Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 didukung dengan SDM

sebanyak 28 orang sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 27 orang.

Adapun rincian perbandingan dukungan SDM tahun 2023 dan 2024 adalah

sebagaimana tabel berikut:

JUMLAH

NO JABATAN PEGAWAI KETERANGAN
2023 2024
. 1. Nurdjaman HS SH.M.H.
1. Pejabat Struktural 2 2 2. Reny Jabar S.KM,MM.
Penyuluh Nar_koba Yunita Candra Utami, S.KM
2. Ahli 1 1 (2022)
Pertama
. Avi Rizqgi Febrianti Sanusi,
3. Konselor Adiksi Muda 1 1 S.Psi, M.M.
4, | Perencana Program dan 1 1 [Tri Apriyanto, S.IP
Anggaran.
5. Pengolah Data 0 0 |Ririn Rosliana, SH (2022)
Irman Setiady Jumara, S.H
6. Bendahara 0 0 (2022)
7 Petugas Pemetaan Jaringan 0 0 Sendi Pratama Sugandi
) Pratama (2022)
: Kiki Siti Zagiah Saproh,
8. Asisten Konselor 1 1 AMJ.AK. (2023)
9 Penyusun Program Anggaran 1 1 Irman Setiady Jumara, S.H
' dan Pelaporan BNN (2023)
1. Rajab Randika, S.Kom
10. | Analis Intelijen 2 2 (2022 & 2023)
2. Ririn Rosliana, SH (2023)
1. Norma Amalia, Amd. Kep
11. | Perawat Terampil 2 2 2. Sisca Dewi Puspita,
Amd.Kep
1. Purnama Wijaya, S.Sos
12. | Penyuluh Narkoba (non JF) 2 2 2. Mira Dhesinta Natalia,
S.KM
13. Analis Pemberdayaan 0 0 |Purnama Wijaya, S.Sos
Masyarakat
.- 1. Saut Mangihut Tua
14. | Penyidik BNN 1 1 Sihole, SH
15 Pengadministrasi Umum 1 1 Sendi Pratama Sugandi
" | Subbagian Umum BNN (2023)
28. | Tenaga Kontrak Karya 12 12
Jumlah 28 27




MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Keberadaan BNN Kabupaten Bandung Barat sangat diharapakan mampu
mengatasi permasalahan narkoba di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai leading sector
penanganan permasalahan narkoba, BNN Kabupaten Bandung Barat dapat bersinergi ke
seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkoba, baik dari unsur
pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Status dan peran tersebut dapat dioptimalkan
BNN Kabupaten Bandung Barat untuk mengelola dan memberdayagunakan seluruh
potensi sumber daya dalam menangani permasalahan nakoba, yakni menekan angka
prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Dalam struktur perencanaan pembangunan nasional, upaya penanganan
permasalahan narkoba memiliki peranan penting terkait sejumlah agenda pembangunan
nasional lainnya baik terkait pembangunan sektor ekonomi, hukum, keamanan, maupun
sosial dan kesehatan. Isu penanganan permasalah narkoba merupakan salah satu
komponen penting dalam hal perwujudan peningkatan keamanan dan ketertiban
masyarakat. Semakin terkendalinya kejahatan narkoba, angka akan berimplikasi pada
kondisi stabilitas keamanan nasional. Peranan strategis isu penangan permasalah
narkoba tercermin pada arah kebijakan dan startegi dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat
disusun dengan sistematika berikut :
a. BABI|PENDAHULUAN
Menyajikan tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) ; kedudukan, tugas, fungsi,
dan struktur organisasi BNNK; Sumber daya manusia BNNK; serta mandate dan
peran strategis BNNK.
b. BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Menyajikan informasi tentang Rencana Strategis 2020-2024 yang memuat visi, misi,
tujuan, dan sasaran strategis. Selain itu juga mengintisarikan Rencana Kerja,
Rencana Kerja Anggaran, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

c. BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Menyajikan informasi tentang kinerja capaian sasaran strategis tahun 2024 beserta

analisis pencapaian kinerja. Selain itu, juga menyajikan informasi capaian kinerja
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sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatan kinerjanya.
LAMPIRAN

Berisi lampiran-lampiran yang tercantum dalam Laporan Kinerja BNN Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2024.



BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah ini bersifat indikatif. Visi, misi,

tujuan, dan sasaran strategis beserta indicator dan target Kkinerjanya akan
dioperasionalkan dalam program/kegiatan BNN seluruh unit kerja di 5 tahun mendatang
sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah di tetapkan. Dokumen rencana program
kerja tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen penjabaran rencama strategis rujukan
bagi seluruh bagian/seksi di BNN Kabupaten/Kota yang merupakan acuan penyusunan
rencana kerja setiap unit kerja di setiap tahunnya. Dalam dokumen rencana program
kerja jangka menengah tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program

kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Jawa Barat secara

hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2020-2024

TARGET KINERJA
SASARAN INDIKATOR KINERJA
NO. | KEGIATAN
KEGIATAN KEGIATAN 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. Pengelolaan Meningkatnya daya | Jumlah  Kabupaten/kota
Informasi dan | tangkal anak dan | dengan Indeks Ketahanan
Edukasi remaja terhadap | Dii Remaja Terhadap
pengaruh buruk | Penyalahgunaan Narkoba - 51 53 55 57
penyalahgunaan dan | berkategori “Tinggi” di
peredaran gelap | wilayah provinsi
narkotika
2. Penyelenggar | Meningkatnya daya | Jumlah Kabuapaten/Kota
aan Advokasi | tangkal keluarga | dengan Indeks Ketahanan
terhadap  pengaruh | Keluarga Terhadap i 78 6
buruk Penyalahgunaan Narkoba 7’ 80 82 85
penyalahgunaan dan | berkategori “Tinggi” di
peredaran gelap | wilayah provinsi
narkotika
3. Pemberdayaa | Meningkatnya Jumlah  Kabupaten/Kota
n Peran Serta | kesadaran dan | dengan Indeks -
Masyarakat kepedulian Kemandirian Partisipasi 3,28 | 350 | 3,70 | 3,76
masyarakat dalam | berkategori “Mandiri” di
penanganan P4AGN Wilayah Provinsi
4, Penyelenggar | Meningkatnya upaya | Jumlah kawasan rawan di
aan pemulihan kawasan | wilayah provinsi  yang - - - - -
atau wilayah rawan beralih status dari
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Pemberdayaa | narkoba secara | “Bahaya” menjadi
n Alternatif berkelanjutan “Waspada”
Nilai Keterpulihan
Kawasan Rawan yang - - - -
diintrevensi *)
5. Penguatan Meningkatnya Jumlah Petugas
Lembaga kapasitas tenaga | penyelenggara layanan 10 20 25 30
Rehabilitasi teknis rehabilitasi IBM yang terlatih
Instansi Jumlah Petugas
Pemerintah Rehab_ll'ltas[ yang 9 10 10 10
tersertifikasi kompetensi
teknis
6. Penguatan Meningkatnya Jumlah lembaga
Lembaga Aksesibilitas dan | rehabilitasi yang
Rehabilitasi kemampuan fasilitas | memenuhi Standar 2 2 2 2
Komponen layanan  rehabilitasi | Pelayanan Minimal (SPM)
Masyarakat narkotika di Wilayah Kabupaten
Jumlah unit
penyelenggara layanan
rehabilitasi Intervensi
Berbasis Masyarakat 3 4 > 6
(IBM) di Wilayah
Kabupaten
Indeks Kepuasan
Layanan Klinik 3,2 | 3,25 | 3,27 3,3
Rehabilitasi BNNK
7. Pelaksaan Meningkatnya Jumlah jaringam
Intelijen pemetaan jaringan | peredaran gelap narkotika
Berbasis peredaran gelap | dan prekursor narkotika - - - -
teknologi narkotika dan | yang berhasil dipetakan *)
prekursor narkotika
8. Penyidikan Meningkatnya Jumlah berkas perkara
Jaringan pengungkapan tindak | tindak pidana narkotika i i i i
Gelap pidana narkotika dan | dan prekursor narkotika
Peredaran lahan tanaman ganja | yang P-21
Gelap dan tanaman | Jumlah titik lahan tanaman
Narkotika terlarang lainnya ganja dan  tanaman ) ) ) )
terlarang kainnya yang
dimusnahkan?)
9. Pengawasan | Meningkatnya Nilai tingkat keamanan,
Tahanan dan | pengawasan tahanan | ketertiban, dan kesehatan - - - -
Barang Bukti | dan barang bukti | tahanan
narkotika Nilai tingkat keamanan
barang bukti narkotika dan - - - -
non narkotika
10 Penyidikan Meningkatnya Jumlah berkas perkara
Tindak Pidana | pengungkapan kasus | tindak pidana pencucian
Pencucian pencucian uang hasil | uang hasil tindak pidana 1 1 1 1
Uang Hasil | tindak pidana | narkotika dan prekursor

narkotika yang P-21%*)
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Tindak Pidana | narkotika dan
Narkotika prekursor narkotika
11. | Penyusunan Menln_gkatnya proses Nilai Kinerja Anggaran a8 90 92 94 96
dan manajemen  kinerja | BNNK
pengembanga | secara efektif dan | Jumlah BNNK di wilayah
n  Rencana | efisien Provinsi dengan nilai |
Program dan Kinerja Anggaran - - - -
Anggaran mencapai target
BNN
12 Pembinaan Meningkatnya tata | Nilai  Indikator  Kinerja
Administrasi kelola administrasi | Pelaksanaan  Anggaran | 92 94 96 98 | 100
dan keuangan yang sesuai | (IKPA) BNN
Pengelolaan prosedur Jumlah BNNK di wilayah
Keuangan Provinsi dengan  Nilai - - - - -
IKPA mencapai target
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat menetapkan rencana kinerja
Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN tahun 2024.
Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sebagai
gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu Tahun kedepan. Adapun rencana
target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024
sebagai berikut :
INDIKATOR
NO | KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KINERJA ihie i Ieachd bt
KEGIATAN
Meningkatnya daya
tangkal anak dan Indeks Ketahanan
Pengelolaan remaja terhadap Remaja Tema
1. | Informasi dan pengaruh buruk sebaya Anti 10 Orang 76.200.000
Edukasi penyalahgunaan Narkotika
dan peredaran
gelap narkotika
gﬁggﬁiagmﬁgd;ya Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap
5 Penyeler)ggaraan terhadap pengaruh Faktor Risiko 5 Keluarga 106.000.000
Advokasi buruk P lah
penyalahgunaan dan enyaiahgunaan
peredaran gelap Narkoba
Meningkatnya
Pemberdayaan kesadaran dan Indeks
3. | Peran Serta kepedulian Kemandirian 2 Lembaga 217.545.000
Masyarakat Masyarakat. Partisipasi
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Penguatan Meningkatnya
Lembaga aksesibilitas dan k?tl:rna?%:# ﬁ;sil
Rehabilitasi kemampuan - 148 Orang 34.336.000

. Pemeriksaan
Komponen fasilitas layanan :

- Narkotika
Masyarakat rehabilitasi
: (SKHPN)
narkotika

Penguatan Meningkatnya
Lembaga aksesibilitas dan E?%T)?ﬂasi di
Rehabilitasi kem_ampuan BNNP/BNNK/Kota 20 Orang 34.650.000
Komponen fasilitas layanan
Masyarakat rehabilitasi
Lombaga. Akeesiiitas dan | Jumian Unit
Rehabi?itasi kemampuan Intervensi Berbasis 2 43.770.000

namp Mandiri (IBM) yang Lembaga o
Komponen fasilitas layanan Operasional
Masyarakat rehabilitasi P

ga Rehabilitasi Yang 1 600.000

Rehabilitasi kemampuan . Lembaga

b, Operasional
Komponen fasilitas layanan
Masyarakat rehabilitasi
Pascarehabiltasi Meningkatnya Indeks kepu_asan
Penyalahguna Kualitas lavanan layanan klinik
dan/atau habili y koba di rehabilitasi BNN 15 Orang 10.150.000
Pecandu Narkoba | |o 2! tasi narkoba di Kabupaten

klinik rehabilitasi
Bandung Barat
Penguatan
Lembaga Meningkatnya nglzreﬁetue?rzs
Rehabilitasi kapasitas tenaga peny 99 10 Orang 14.845.000
. . layanan IBM yang

Instansi teknis terlatin
Pemerintah rehabilitasi
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Penyusunan dan

Pendembanagan Meningkatnya Nilai Kinerja
Rengana Prc? ram | Proses manajemen Anggaran
dan An arargwl kinerja secara efektif | BNN 4
10. BNN 99 dan efisien Kabupaten Dokumen 13.331.000
Bandung
Barat
Pembinaan Meningkatnya tata E;Lf:grl_gdlkator
Administrasi dan kelola administrasi Pelakjsanaan
Pengelolaan keuangan yang 12
11. . Anggaran (IKPA) 46.372.000
Keuangan sesuai prosedur BNN Kabupaten Layanan
Bandung Barat
Pengembangan
Organisasi, Meningkatnya Nilai Indikator
Tatalaksana dan penyelenggaraan Kinerja 1
12. | Sumber Daya layanan Pelaksanaan L 11.280.000
Manusia kepegawaian Anggaran (IKPA) ayanan
Penyelenggaraa n
Eetata#?ahaan, Meningkatkan Tata Indeks Kualitas
q um; arllglga Kelola Pengadaan Pengadaan 13
13. San endge 0'aal | gan Pengellaan dan Layanan 890.334.000
Parana an Barang dan Jasa Pengelolaan
rasarana Barang/Jasa
Penyelenggaraa Meningkatkan Indeks kepuasan
n Kehumasan I keh
dan Keprotokolan ayanan kehumasan Layanan
14. dan keprotokolan Kehumasan 1 Layanan 10.000.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan
penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian
Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar
penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrument

dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksnakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan
Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat,

maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat adalah

sebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
) P peng Remaja Terhadap 54,63 Indeks
penyalahgunaan dan peredaran gelap
. Penyalahgunaan Narkoba
narkotika
l\(/l;r—:‘hn;r;ikatr;a :iy: ;3?3: al keluarga Indeks Ketahanan Keluarga
P peng Terhadap Penyalahgunaan 88,571 Indeks
penyalahgunaan dan peredaran gelap
. Narkoba
narkotika
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian | Indeks Kemandirian
. 3,76 Indeks
masyarakat dalam penanganan P4AGN Partisipasi
Meningkatnya upaya pemulihan Persentase penyalahgung
dan/atau pecandu narkotika
penyalahgunaan dan/atau pecandu . 68 %
narkoba yang mengalami
peningkatan kualitas hidup
. . . Jumlah petugas
Menln.gkat_nya kapasitas tenaga teknis penyelenggara layanan IBM 10 Orang
rehabilitasi )
yang terlatih
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Meningkatnya aksesibilitas dan e
. ... .| Jumlah lembaga rehabilitasi
kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi . 1 Lembaga
. yang operasional
narkotika
Meningkatnya akasesibilitas dan Jumlah unit penyelenggara
kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi | layanan rehabilitasi IBM 2 Unit
narkotika yang operasional
Meningkatnya kualitas layanan Indeks Kepuasan Penerima
rehab'lgtas' r{arkot'ka y Layanan Rehabilitasi Pada 3.29 Indeks
itas! ' Fasilitas Rehabilitasi BNN
Menmgkatnya prose§ .manajemen kinerja Nilai Kinerja Anggaran 86,00 Indeks
secara efektif dan efisien
. - _ Nilai Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola administrasi
. Pelaksanaan Anggaran 94,65 Indeks
keuangan yang sesuai prosedur (IKPA)

1. | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp. 80.000.000
2. | Kegiatan Penyelenggaran Advokasi Rp. 106.000.000
3. | Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Rp. 217.545.000
4. | Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba | Rp. 10.150.000
5. | Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp. 14.845.000
6. | Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp. 102.220.000
7. | Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 88.820.000
Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya
8. _ Rp. 11.280.000
Manusia
Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan
9. g Y g g g Rp. 13.331.000
Anggaran BNN
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan
10. | &9 yelendg N b 99 Rp. 961.440.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
11. | Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Rp. 10.000.000

Total pagu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggran 2024 Rp.

1,513,605,000 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Ribu Rupiah).
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam capaian kinerja

melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui

perbaikan manajemen, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan,

dan evaluasi. Setiap hasil kegiatan dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja BNNK Bandung Barat memiliki program

kegiatan, yaitu pelaksanaan dan peninngkatan kapasitas PAGN di daerah.

Pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat telah

menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 10 ( sepuluh) sasaran kegiatan, dengan indikator

kinerja sebanyak 10 (Sepuluh) indikator. Table berikut menjelaskan realisasi dari capaian

target sasaran kinerja tahun 2024, sebagai berikut :

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target| Realisasi CTa;frZIStn
Meningkatnya _daya tangkal Indeks Ketahanan Diri ¥erjac_h'\|/:|’en_lrjlrunan
1 anakdan remaja terhadap . 54 63 54.01 etapi Masin
: Remaja Terhadap ) : dalam Kateaqori
pengaruh buruk Penyalahgunaan Narkoba S Ti p
penyalahgunaan dan y g angat Tinggl
peredaran gelap narkotika
Meningkatnya daya tangkal Indeks Ketahanan Keluarga Tidak Memenuhl
2 | keluarga terhadap pengaruh 88.57 78.304 Target Kategori
: Terhadap Penyalahgunaan : : Tingqi
burukpenyalahgunaan dan 1
Narkoba
peredaran
gelap narkotika
Meningkatnya kesadaran . Memenuhi Target
3. | dankepedulian Indeks Kemandirian 3.76 3.76
Partisipasi
masyarakat dalam
penanganan PAGN
e usya | TSI SO, o e
4. | pemulihanpenyalahgunaan P : 68% | 74,22%
dan/atau pecandu narkoba yang mengalami
peningkatan kualitas hidup
, . lah pet i
. Meningkatnya kapasitas Jumlah petugas 10 10 Memenuhi Target
" | tenagateknis rehabilitasi penyelenggara layanan
g IBM yang terlatih
. Meningkatnya aksesibilitas Jumiah lembaga rehabilitasi . . Memenuhi Target

dankemampuan fasilitas
layanan rehabilitasi
narkotika

yang operasional
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Meningkatnya akasesibilitas Jumlah unit penyelenggara Memenuhi Target
7. | dankemampuan fasilitas layanan rehabilitasi IBM 2 2

layanan yang operasional

rehabilitasi narkotika

Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Penerima Terpenuhi di atas
5 layananrehabilitasi narkotika Layanan Rehabiliasi Pada 3.29 344 Target

Fasilitas Rehabilitasi BNN

Meningkatnya proses manajemen | . . . Terpenuhi di atas
> kinerja secara efektif dan efisien Nilai Kinerja Anggaran 86 100 Target

Meningkatnya tata kelola Nilai Indikator Kinerja o
10. | administrasi keuangan yang Pelaksanaan Anggaran 94,65 100 [Terpenuhi di atas

. Target
sesuaiprosedur (IKPA)

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

» 4 ( Empat ) indikator kinerja kegiatan yang sudah melebihi target, dari target yang
ditetapkan;

» 4 (Empat) indikator kinerja kegiatan yang sudah sesuai dengan target yang sudah di
tetapkan;

» 2 (Dua) Indikator Kinerja Kegiatan tidak sesuai target yang sudah di tetapkan;

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan
Narkotika  Nasional Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2024, perlu dilakukan
evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapain kinerja tahun
berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun table yang berisi analisis
perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi
kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis
efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
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Adapun hasil pencapain kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN

Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

“Meningkatnya Daya Tangkal anak dan Remaja terhadap pengaruh buruk
penyalhgunaan dan Peredaran gelap narkotika”

A. Definisi Operasional
Definisi Operasional dari indeks ketahanan diri remaja adalah tingkat daya tangkal
anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika.
B. Metode Pengukuran
Metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja adalah pada hasil olah data

kuisioner survey/wawancara melalui aplikasi web : https://dektari.bnn.go.id/ atau aplikasi

mobile “Dektari Aja” kepada responden yang sudah mendapatkan program pengelolaan
Informasi dan Edukasi dari BNN atau pelajar/mahasiswa yang telah dilakukan kegiatan
penyuluhan/sosialisasi di tingkat BNNK masing-masing pada tahun 2024.
C. Hasil Pengukuran

Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor:
B/4224/XI1/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 tentang hasil perhitungan
Indeks Ketahan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat
Informasidan Edukasi tahun 2024 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat
dengan menggunakan aplikasi Web didapatkan hasil sebesar 54.01 dari target 54.63 atau
dengan persentasi 98.86 % dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Indeks Ketahanan Diri Remaja
1. [Terhadap Penyalahgunaan 54,63 54,01 98.86 %
Narkoba
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https://dektari.bnn.go.id/

Tabel Pencapaian Target dari Tahun 2022 s.d. 2024 :

Terjadi
1 2022 | 52,00 Indeks | 50.93 Indeks 97,94% Penurunan
0.62 Indeks
2 | 2023 | 51,00 Indeks | 54,63 Indeks | 107,12% tetapi Masih
Kategori
“ Sangat
Tinggi”
3 2024 | 54,63 Indeks 54.01 Indeks 98.86 %
Berikut  grafik perbandingan indeks ketahanan diri remaja terhadap

penyalahgunaan narkoba tahun 2022 — 2024.

Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba Ta

Dapat dilihat pada table dan grafik perbandingan, pada tahun 2022 taget IKK nya
sebesar 52,00 indeks dan realisasinya sebesar 50.93 Indeks dengan persentase 97.94 %.
Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 51,00 indeks dan realisasinya sebesar
54,63 dengan persentase 107,12% sedangkan pada Tahun 2024 target sebesar 54.63 %
dan realisasinya sebesar 54.01 % dengan persentase 98.86 % terjadi penurunan sebesar

0.62 % Tetapi masih dalam Kategori “ Sangat Tinggi *
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= Target 52 51 54,63
= Realisasi 50,93 54,63 54,01
B Target M -Realisasi—# Persentase
= Persentase 97,94230769 | 107,1176471 98,86509244




D. Permasalahan/ Hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Adanya kegiatan Sekolah yang waktunya bersamaan dengan kegiatan pelatihan;

2. Gangguan Jaringan Internet pada saat pengisian kuesioner secara online/ Aplikasi
yang sering error.
Bahasa ambigu yang terkadang sulit dipahami oleh responden;
Beberapa device tidak bisa mengakses link kuesioner;
Hasil dari pengisian kuesioner tidak bisa melihatkan item-item apa saja yang menjadi
kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan Dektari.

6. Adanya Kolaborasi antara BNNK Bandung Barat, Pihak Sekolah DP2KBP3A Kab.
Bandung Barat dan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Ketahanan

Keluarga dan adanya dukungan dari Pemerintah Desa dan Sekolah.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan terlaksanannya kegiatan yakni
1. Adanya sinergitas dan kolaborasi dengan Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan,
dan Profesional (Praktisi) dalam mensosialisasikan Variabel Dektari;
2. Perencanaan program pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba yang
disiapkan dengan matang dengan bahan materi yang sudah dipersiapkan.

3. Tingkat partisipasi sekolah dan peserta yang sangat baik

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan untuk perbaikan kegiatan kedepannya adalah:
1. Meminta Juknis pelaksanaan Dektari di awal tahun;
2. Melaporkan pada PIC pusat mengenai gangguan pada aplikasi, dan mengatur waktu
yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Mendampingi pengisian kuesioner;
Mengganti dengan device yang bisa mensupport pengisian;
5. Berkoordinasi dengan PIC untuk hasil kuesioner

20



B. “Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

A. Definisi Operasional
Definisi operasional indeks ketahanan keluarga adalah tingkat daya tangkal
keluargaterhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Adapun metodepengukuran IKK adalah pada hasil olah data kuisioner survei/wawancara

kepada respondenyang sudah mendapatkan program penyuluhan dari BNN Kabupaten
Bandung Barat tahun 2024.

Indeks  Ketahanan  Keluarga

78.304
terhadap Penyalahgunaan Narkoba 88,571

Indeks Indeks

B. Metode Pengukuran

Perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan menggunakan
aplikasi berbasis web milik BNN RI. BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan
kemudiandiambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi yang terdiri dari anak dan
orang tua.

C. Hasil Pengukuran

Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor
B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tanggal 23 Desember 2024 tentang hasil perhitungan
indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) Direktorat
Advokasi tahun2023 telah didapatkan hasil bahwa BNN Kabupaten Bandung Barat yang
aktif di lingkungannya dan melakukan pembekalan keluarga yang komperh ensif saat
kegiatan sehingga nilai indeksketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba
(IKK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai 78.304 dari
target capaian 88,571 dengan persentase capaian realisasi sebesar 88.40 % atau kategori
“tinggi”.

Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan

Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Pelaksanaan Penguatan Ketahanan
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Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa pada 2 Keluarahan/Desa.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami penurunan.

Penurunan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini:

No | Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan
78,68 92,500

1 | 2022 Indeks Indeks 117,56% | Terjadi Penurunan

dari Tahun

78,69 88,571

2 2023 Indeks Indeks 112,56 % | Sebelumnya
88.571 78.304

3 | 2024 Indeks Indeks 88,40 %

Dapat dilihat pada table perbandingan dan grafik bahwa pada tahun 2022 target
IKK nyasebesar 78,68 indeks dan realisasinya sebesar 92,500 indeks dengan persentase
117.56%. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 78,69 indeks dan
realisasinya sebesar 88,571 indeks dengan persentase 112,56% dan pada tahun 2024
terjadi penurunan sebesar 10.267 Indeks Target 88.571 Indeks dengan Realisasi 78.304
dengan persentase 88.40 %.
Berikut grafik perbandingan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan
Narkoba Tahun 2022 -2024

Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) terhadap
Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022-2024

2022 2023 2024
Target 78,68 78,69 88,571
Realisasi 92,5 88,571 78,304
Persentase 117,5648195 112,5568687 88,40816972
Target Realisasi Persentase
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D. Permasalahan/ Hambatan

Adapaun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini yakni:

1.
2.

w

© N o 0 &

Target yang di tetapkan terlalu tinggi;
Harus memiliki smartphone;

Gangguan signal yang kadang-kadang menyebabkan terganggunya proses pengisian

kuesioner;

Pelaksanaan pelatihan pada hari dan jam pembelajaran siswa;
Orangtua yang bekerja;

Isian pertanyaan yang banyak dan ambigu.

Pengisian link indeks ketahanan keluarga yang sering bermasalah

Penginputan Data tidak terrecord dengan baik sehingga pengisiian selalu dilakukan

secara Berulang

E. Faktor Penunjang

Adanya Kolaborasi antara BNNK Bandung Barat, Pihak Sekolah DP2KBP3A Kab. Bandung

Barat dan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga dan adanya

dukungan dari Pemerintah Desa dan Sekolah.

F. Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk kegiatan ini yakni mengoptimalkan sumber daya yang

adadalam menangani kegiatan, dan meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi

kepada seluruh personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat.
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C. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam
penanganan PAGN

A. Definisi Operasional

Definisi Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta
dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing
dalam upaya P4GN yang pada tahun ini dilaksanakan pada Pemerintah dan Masyarakat
wilayah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintahan Bandung Barat meliputi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, DPMPD Kabupaten Bandung
Barat Barat dan Disparbud Kabupaten Bandung Barat dan Masyrakat meliputi Karang
Taruna Kabupaten Bandung Barat, TP PKK Kabupaten Bandung Barat dan Darma Wanita
Kabupaten Bandung Barat.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran IKP dari masing-masing instansi/lingkungan adalah pada
hasil olah data kuisioner survei/wawancara dengan 6 (enam) indikator kepada responden
yang sudah mendapat program penyuluhan dan intervensi dari BNN pada Tahun 2024.

C. Hasil Pengukuran
Hasil pengukuran indeks kemandirian partisipasi diukur dari dengan memberikan
kuisioner-kuisioner di Instansi/Lingkungan pemerintah swasta/perusahaan dan
lingkungan pendidikan. Perhitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-

masing memilikibobot angka yang bervariasi.

Indeks Kemandirian 3,76 Indeks 3,76 Indeks 100 %
1. Partisipasi (IKP)

Pengukuran Indeks Kemandirian Parisipatif dilaksanakan melalui Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan
Masyarakat, Pendidikan, Dunia Usaha, dan Pemerintah dengan hasil IKP secara
kumulatif yaitu sebesar 3.76 kategori sangat mandiri dengan rincian per lingkungan

sebagai berikut :
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| No| NamaLingkungan | InstansiyangdiMonev | Nilai

. : Kesbangpol, DPMPD,Disparbud
1. | Lingkungan Pemrintah | \ -1 1haten Bandung Barat. 3.65
. Karang Taruna, TP PKK KBB dan
2. | Lingkungan Masyarakat Darmawanita KBB 3.87
TOTAL 7.52
NILAI IKP 3.76

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami kenaikan.
Kenaikan tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Sesuai dengan
1 2022 3,20 Indeks | 3.66 Indeks 114.36 % Target
2 2023 3,25 Indeks 3,76 Indeks 115,69 %
3 2024 3.76 Indeks 3.76 Indeks 100 %

Berikut grafik perbandingan indeks kemandirian partisipasi tahun 2022 dan 2024

Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2022 dan 2024

2022 2023 2024

m Target 3,2 3,25 3,76

= Realisasi 3,66 3,76 3,76

= Persentase 114,375 115,6923077 100
W Target ™ Realisasi Persentase

Dapat dilihat pada table dan grafik bahwa tahun 2022 target IKP sebesar 3.20 indeks
dan realisasinya sebesar 3,66 dengan persentase 114,36 %. Sedangkan pada tahun 2023
targetnya sebesar 3.25 indeks dan realisasinya 3,76 indeks dengan persentase 115,69 %.
Pada tahun 2024 Target 3.76 Indek dan Realisasinya 3.76 Indeksi.
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D. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni,
sulitnya menyesuaikan jadwal dengan kegiatan-kegiatan sekolah maupun instansi
pemerintah yang dijadikan target wawancara/kuisioner, terdapat berbagai tugas lainnya
yang menghambat dalam proses penginputan, jumlah sumber daya manusia yang minim,

sarana dan prasarana yang terbatas, dan cakupan wilayah yang cukup luas.

Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran aktif
dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba
(PAGN).

E. Faktor yang menunjang
Faktor yang menunjang pencapaian target kegiatan ini yaitu kedua

instansi/lingkungan yakni lingkungan Pendidikan dan lingkungan Masyarakat sangat
responsive dan partisipatif dalam mendukung pelaksaan program P4GN di
instansi/lembaga mereka, seperti terbentuknya penggiat anti narkoba dan pemberdayaan

masyarakat melalui test urine.

Dukungan dari tokoh masyarakat dalam menyebarluaskan informasi program
PAGN.Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan PAGN. Adanya koordinasi
antara BNNK Bandung Barat, pemerintah daerah, Pemerintah Desa dan organisasi

masyarakat.

Pencapaian kinerja dikarenakan mengacu pada RKAK/L dan output kegiatan BNN
Kabupaten Bandung Barat yaitu 2 (dua) instansi/Ingkungan. Sebagai perbaikan kedepan
kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat menitik beratkan pada sasaran sehingga

berdaya guna dan memberikan dampak positif bagi masyarakat

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi ke depannya yaitu diharapakan agar dapat mengoptimalkan
kuisioner-kuisioner yang diberikan kepada penerima manfaat, memantau hasil pengisian
kuisioner, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menjalankan kegiatan, serta

menambah sarana dan prasarana di BNN Kabupaten Bandung Barat
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D. Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna
dan/atauPecandu Narkotika

A. Defenisi Operasional
Kualitas hidup adalah penilaian terhadap kesejahteraan hidupnya berdasarkan
nilai-nilai pribadi yang meliputi kesehatan fisik, kepuasan psikologis, hubungan individu
dengan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari.
B. Metode Pengukuran
Kualitas hidup diukur melalui indikator yang terdiri dari empat domain yaitu
kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan
lingkungan (WHOQOL-BREF, 2004).
C. Hasil Pengukuran
Hasil pengukuran Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang
mengalami peningkatan kualitas hidup diukur dari dengan nilai yang tinggi menunjukkan
kualitas hidup yang tinggi dan sebaliknya Nilai yang rendah menunjukkan kualitas hidup

yang rendah.

Berikut adalah tabel pencapaian setelah di hitung jumlahnya dalam kurun waktu

1tahun.

Persentase Penyalahguna dan/atau

_ _ 68,00 74.22
1 | pecandu narkotika yang mengalami 124.06 %
) ) ) Persen Persen
peningkatan kualitas hidup

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ada kenaikan realisasi dan
persentase pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah
ini:
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1 2022 0% 0% 0%
2 2023 62.00% 66.94% 111,57%
3 2024 68.00% 74.22 % 109.14 %

Terjadi
Kenaikan
sebesar 6.22 %
dari tahun
sebelumnya

Jika dilihat dari grafik perbandingan, dapat kita lihat pencapainnya tersebut.

Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika
yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Tahun 2022 dan 2024

= Persentase

,94
®-Target— = Realisasi—#-Persentase
107,9677419

2022 2023 2024
m Target 0 62 68
= Realisasi 0 74,22

109,1470588

Dapat di lihat pada tabel diatas dan grafik di bahwa pada tahun 2022 target

Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan

kualitas hidup belum ada jadi realisasi masih 0 persen. Sedangkan pada tahun 2023

targetnya sebanyak 62 persen dan realisasinya 66,94 persen dengan persentase

sebesar 111,57 % dan pada Tahun 2024 target 68 % realisasi 74.22 % terjadi kenaikan

6.22 % dari Target yang telah di tetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan

Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan

kualitas hidup mengalami kenaikan.
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D. Faktor penghambat:
1. Terdapat kendala menyesuaikan jadwal konseling dengan beberapa klien salah
satunya dengan klien anak sekolah, karena harus menyesuaikan dengan jam sekolah;
2. Belum sesuainya layanan yang diberikan dengan SOP dikarenakan pegawai belum
mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.
E. Faktor yang menunjang
Tercapainya target presentase klien rehabilitasi yang kualitas hidupnya meningkat
dikarenakan pelayanan yang diberikan sudah disesuaikan dengan rencana terapi dan
kebutuhan klien, dengan mengedepankan kepulihan klien. Dari presentase yang
ditargetkan sebesar 68%, BNN Kabupaten Bandung Barat mendapatkan capaian 74,22%.
F. Rekomendasi
Penilaian kualitas hidup dilakukan pada saat penerimaan awal klien dan sebelum
dilakukannya terminasi layanan dengan menggunakan instrumen WHOQoL. Pemeriksaan
ini dimaksudkan untuk menilai apakah klien memperoleh peningkatan kualitas hidup
setelah mengikuti layanan rehabilitasi. Strategi yang dilakukan ialah menyusun rencanan
terapi yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas klien yang bersangkutan

sehingga klien diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

E. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

A. Definisi Operasional
Intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang
dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan

dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
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B. Metode Pengukuran

1. Kepala Desa
Kepala Desa/Lurah mengonsolidasikan program IBM kepada seluruh pemangku
kepentingan setempat, seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak
keamanan Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendukung
program IBM. Untuk mensosialisasikan, mengidentifikasi, memberi dukungan &
menerima laporan kegiatan IBM

2. Agen Pemulihan
Adalah anggota masyarakat yang tinggal di Desa/Kelurahan dan dipilih oleh Kepala
Desa/Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan
pembekalan sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional. Anggota masyarakat yang
dapat dipilih dan ditetapkan sebagai AP adalah: penggiat dan relawan anti narkoba,
anggota karang taruna, kader PKK, Satlinmas, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), anggota lembaga kemasyarakatan,
tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mantan pecandu narkoba dan tenaga
kesehatan. Tugas AP melakukan sosialisai, pemetaan, penjangkauan, kegiatan dan
layanan, dukungan pemulihan, menerima laporan, Melibatkan mantan penyalahguna
narkoba.

3. TIM BNNP/BNNK

Petugas BNNP dan BNNK/Kota memiliki peranan penting dalam pelaksanaan dan

keberhasilan IBM, yaitu

a) Melakukan sosialisasi dan inisiasi IBM dengan pemangku kepentingan lokal seperti
Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga
Swadaya Masyarakat dll;

b) Melakukan pemetaan dan penentuan lokasi IBM dengan berkoordinasi dengan
pemangku kepentingan setempat;
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c) Melakukan pendampingan kepada AP dalam pelaksanaan kegiatan dan layanan;

d) Melakukan perkembangan klien IBM melalui 2 (dua) tahap; 1) saat penerimaan
awal dan 2) selesai tahap bina lanjut. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah
pemeriksaan URICA, tes urin dan pengukuran kualitas hidup;

e) Penilaian outcome, yaitu penilaian akhir dari suatu layanan rehabilitasi;

f) Pengembangan jejaring kerja IBM.

C. Hasil Pengukuran

Mendeteksi tingkat risiko calon klien IBM terhadap penyalahgunaan narkoba.
Dilaksanakanoleh Agen Pemulihan

Untuk klien yang akan mengikuti layanan IBM Dilaksanakan oleh Agen Pemulihan
Evaluasi Perkembangan Tahap Awal Dilaksanakan oleh BNNP/BNNK/Kota (WHOQOL,
URICA, tes urin) :
Layanan Intervensi
Layanan wajib
Layanan pilihan
Layanan Bina lanjut

penilaian pasca rehabilitasi

pemantauan

pendampingan pemulihan

YV V.V VYV V V V V

Evaluasi Perkembangan Tahap Akhir (kekambuhan & terminasi)

Berikut adalah tabel pencapaian setelah di hitung jumlahnya dalam kurun waktu 1 tahun.

Jumlah Petugas Penyelenggara 10 10
1. ) 100%
Layanan IBM yang Terlatih Orang Orang

Tabel Jumlah Petugas penyelenggaran Layanan IBM Yang Terlatih
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Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ada kenaikan realisasi dan

persentase pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan

dibawabh ini :
1 2022 0 0 0 Terjadi Kenaikan
Orang Orang % sebesar 100 %
dari tahun
10 11 110
2 2023 Orang Orang % sebelumnya
3 2024 10 Orang 10 100%
Orang

Jika dilihat dari grafik perbandingan, dapat kita lihat pencapaiannya tersebut.

Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM
yang Terlatih Tahun 2022 - 2024

I S S S S—

2022 2023 2024
W Target 0 10 10
= Realisasi 0 11 10
Persentase 0 110 100
W Target ™ Realisasi Persentase

Dapat di lihat pada tabel diatas dan grafik di bahwa pada tahun 2022 target
Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan
kualitas hidup belum ada jadi realisasi masih 0 persen. Sedangkan pada tahun 2023
targetnya sebanyak 10 Orang dan realisasinya 11 Orang dengan persentase sebesar
110,00 %,. Pada Tahun 2024 target sebanyak 10 Orang dan Realisasinya 10 Orang
dengan Pesentase 100 %. Dengan demikian dapat disimpulkan Persentase
Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup

mengalami kenaikan sebesar 100%.
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D. Permasalahan/hambatan

a) Materi terlalu rumit dan pemberian materi terlalu padat, sehingga Peserta peningkatan
kemampuan merasa kesulitan menyerap materi yang banyak dalam waktu 3 hari saja;

b) Pemberian materi kurang efektif dikarenakan tempat pelatihan yang kurang memadai;

c) Pemberian kompensasi bagi peserta peningkatan kemampuan dirasa belum sesuai,
hanya terdiri dari uang transport, sedangkan pelaksanaan bimbingan teknis lebih dari
8 jam perhari.

d) Waktu pelaksanaan Bimtek mundur ke juni yang dijadwalkan mei awal karena

mempersiapkan akreditasi.

E. Faktor yang menunjang

Tercapainya jumlah agen pemulihan dikarenakan antusiasme dari 2 (dua) Desa yang pada
Tahun Anggaran ini ditetapkan sebagai Desa Bersinar untuk memulihkan para pecandu dan
penyalah guna yang berada di Desa tersebut, sehingga Agen Pemulihan dengan sigap mengikuti
bimbingan teknis yang diadakan sesuai target dari yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 10

(sepuluh) orang .

F. Rekomendasi

Melaksanakan bimbingan teknis bagi petugas penyelenggara layanan IBM atau
Agen Pemulihan yang terbentuk pada Tahun Anggaran untuk memberikan layanan IBM
kepada pecandu atau penyalahguna dengan tingkat kecanduan ringan. Bimbingan Teknis
dilakukan oleh Tim Seksi Rehabilitasi selama 3 (tiga) hari.Daya Manusia serta dukungan
Unit IBM.
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F. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan
rehabilitasi narkotika (Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang
Operasional)

A. Definisi Operasional
Fasilitas rehabilitasi millik Komponen Masyarakat yang operasional adalah Lembaga
rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang ditunjuk dan diberikan peningkatan
kemampuan yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi milik Komponen Masyarakat
sehingga mampu melaksanakan Pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban
penyalahguna narkoba. Maksud dari mampu melakukan pelayanan rehabilitasi narkoba
adalah ketika fasilitas rehabilitasi tersebutsudah melakukan layanan rehabilitasi narkoba
terhadap pecandu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan setelah mendapatkan
peningkatan kemampuan dari BNN.
B. Metode Pengukuran
Metode pengukuran yang digunakan adalah adanya layanan rehabilitasi yang
terbentuk bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba melalui layanan rawat jalan di
Lembaga RehabilitasiKomponen Masyarakat (LRKM).
C. Hasil Pengukuran
Adanya lembaga rehabilitasi yang operasional dalam layanan rawat jalan dalam
melaksanakan layanan rehabilitasi serta jumlah klien yang melakukan layanan rehabilitasi

tersebut.

Seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat mendapatkan
target 1 lembaga yang operasional dan tercapai 1 lembaga dengan persentase 100 %.
Selain indikator kinerja terkait penyelenggara layanan rehabilitasi IBM (Intervensi Berbasis
Masyarakat), ada juga indikator kinerja lain yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang
operasional.
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Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang 1 1
Operasional Lembaga | Lembaga

100

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 tidak mengalami pencapaian
dalam realisasi tapi targetnya meningkat dan sama-sama terpenuhi 100 %. Pencapaian

tersebut dapatdilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

1 | 2022 | 1lembaga | 1Lembaga | 100 % Tidak Terjadi
Kenaikan dari
2 | 2023 | 1Lembaga | 1Lembaga 100 % tahun sebelunya

3 2024 | 1Lembaga | 1Lembaga 100 %

Perbandingan Jumlah Lembaga rehabilitasi yang Operasional
tahun 2022 - 2024

2022 2023 2024
® Target 1 1 1
= Realisasi 1 1 1
® Target ™ Realisasi—# Persentase
= Persentase 100 I 100 100

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target jumlah lembaga
rehabilitasi yang operasional sebanyak 1 lembaga dan realisasinya sebanyak 1 lembaga
dengan persentase 100 % hasil capainan yang sama pada 2024 dengan Tahun

sebelumnnya.
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Berikut data penyalahguna dan pecandu narkoba yang direhabilitasi pada klinik
pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat selama dalam kurun
waktu tahun 2023.

Data Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Yang DirehabilitasiDi Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Bandung Barat
Selama Tahun 2024 (Berdasarkan Jenis Kelamin)

NO JENIS KELAMIN | JUMLAH (ORANG) TARGET %
1 Laki-Laki 19 20 110
2 Perempuan 2

JUMLAH 21 20 110

Data Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Yang DirehabilitasiDi Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Bandung Barat
Selama Tahun 2024 (Berdasarkan Jenis Zat)

Shabu 2

Inhalant -

Analgetik/Opioid Lain -

Benzodiazepine

gk W IN |k

Magic Mushroom -

6 Lain-Lain -
JUMLAH

Adapun Layanan rehabilitasi yang beroperasional dapat dilihat pada table berikut ini :

Jumlah
No Satker Alamat Program Keterangan
Klien
1 |Klinik BNNK Komplek Pemkab Rawat
Bandung Barat | Bandung Barat Gd. D Jalan
Lt. 2 JI. Raya
Padalarang — Cisarua
KM 2, Desa Mekar
sari, Kecamatan
Ngamprah
Jumlah 21
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Indikator Keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah klien yang datang ke layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi instansi
pemerintah.

2. Jumlah Agen pemulihan pada program intervensi berbasis Masyarakat Yang telah
diberikanbimbingan teknis

3. Adanya Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang diberikan Pelatihan

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atau Instansi terkait terhadap layanan
rehabilitasilnstansi Pemerintah.

D. Permasalahan/Hambatan
Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Banyak LRKM yang tidak beroprasi dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran
dan peningkatan kemampuan SDM yang diberikan dari pemerintah (Kementerian
Sosial dan BNN RI)
b. Kewajiban lembaga mitra untuk mengirimkan laporan yang terlalu banyak, dirasa
memberatkan lembaga mitra.
E. Faktor yang menunjang
Faktor yang menunjang yakni lembaga rehabilitasi yang operasional Peningkatan
kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi
standar layanan dan adanya dukungan dari para stakeholder juga advokasi dan supervisi yang
intensif dari petugas BNN Kabupaten Bandung Barat serta adanya kekompakan diantara
personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung
kegiatan ini.
F. Rekomendasi
Sebagai rekomendasi kedepan yang diperlukan adalah lembaga rehabilitasi yang
operasional ditetapkan sebagai Lembaga mitra di Tahun Anggaran 2025 karena petugas
dan Lembaga mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan layanan rehabiltasi

bagi pecandu dan penyalahguna.
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5. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan
rehabilitasi narkotika (Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang
Operasional)

A. Definisi Operasional
Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional adalah intervensi di
bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat,
oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan
fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan
pendekatan rehabilitasi dalam bentuksederhana dengan ambang batas rendah (low
threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan
persyaratan untuk terlibat didalamnya.
B. Metode Pengukuran
Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara
layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu
menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga
bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu
narkotika dilingkungannya dalam satu tahun anggaran.
C. Hasil pengukuran
Dalam menentukan tercapai atau tidaknya indikator kinerja jumlah unit penyelenggara
layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional, dapat diukur
dengan mengidentifikasi apakah layanan IBM tersebut telah beroperasi sesuai SOP yang

telah ditentukan.
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1. | Jumlah unit penyelenggara Layanan

2 Unit 2 Unit 100 %
Rehabilitasi IBM yang operasional

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga

masyarakat yang tinggal didesa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN,

untuk Badan Narkotika NasionalKabupaten Bandung Barat terdapat 2 (dua) desa

yang memiliki unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yaitu :

1.

IBM Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan. Sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Narkotika Nasional NOMOR: KEP/331/Ill/DE/RH.01.00/2024/BNN
Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di LiIngkungan BNN
Provinsi / Kabupaten Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024. dan tertuang
dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cipada Nomor 141.3/Kep.16/Des-04/2024
Tahun 2024 tentang pembentukan tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.

IBM Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar. Sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Narkotika Nasional NOMOR: KEP/331/1II/DE/RH.01.00/2024/BNN
Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di LiIngkungan BNN
Provinsi / Kabupaten Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 dan tertuang
dalam Surat Keputusan Kepala Desa Batujajar Nomor 22/SKEP-DESA/V/2024
tentang pembentukan tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Batujajar

Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Unit IBM desa tersebut sudah beroperasi dengan jenis layanan Sosialisasi, KIE,
Keterampilan Hidup, Kunjungan Diri, Penjangkauan, Kelompok Dukungan
Sebaya, Bina Lanjut dan Rujukan dengan demikian target unit penyelenggara
layanan rehabilitasi IBM Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat
sebanyak 2 (Dua) Unit dan tereasligsasi sebanyak 2 (dua) unit capaian target

mencapai 100 %.

Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :



1 2022 1 Unit 1 Unit 100,00 % Terjadi
Kesamaan dari
2 2023 2 Unit 2 Unit 100,00 % 100 % tahun
sebelumya
3 2024 2 Unit 2 Unit 100.00%

Berikut grafik perbandingan unit penyelenggara layanan rehabilitasi ibm dari tahun 2022- 2024

Perbandingan Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang
Operasional
tahun 2022 - 2024

2022 2023 2024
m Target 1 2 2
= Realisasi 1 2 2
Persentase 100 100 100
W Target Realisasi Persentase

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target jumlah Unit
Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM sebanyak 1 unit dan realisasinya sebanyak
1 unit dengan persentase 100 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak 2
unit dan realisasinya sebanyak 2 unit dengan persentase sebesar 100 %. Pada Tahun

2024 target 2 Unit realisasi 2 unit dengan persentase 100 %.

Permasalahan dan hambatan pada jadwal pelaksanaan rapat pembentukan
IBM berbenturan dengan kegiatan lainnya di Desa, masih kurangnya pengetahuan dan
kesadaran tentang layanan rehabilitasi, dukungan anggaran dari BNN RI untuk
melaksanakan kegiatan ini masih minim serta belumadanya support anggaran dari
Pemerintah Desa terhadap Program IBM.
D. Faktor yang menunjang
Penyelenggara layanan intervengloberbasis masyarakat yang telah terbentuk

dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan



pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan
dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran serta
adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaknidalam halini Desa
Cipada Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar
Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program IBM ini.
Rekomendasi

Tetap memberikan supervisi agar unit intervensi berbasis masyarakat yang telah
terbentuk tetap dapat menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian
dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi para pecandu dan penyalahguna

yang ada di desa tersebut.

H. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Definisi Operasional
Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat
mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2024 yang terdiri satu indikator kinerja.

Metode Pengukuran
Metode pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kinik Rehabilitasi adalah pada

hasil perhitungan olah data kuisioner survei/wawancara indikator kepada responden
yang sudah mendapat layanan Rehabilitasi dari klinik Pratama BNN Kabupaten
Bandung Barat pada tahun2024.

Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten
Bandung Barat diukur dengan memberikan kuisioner-kuisioner kepada Klien yang sudah
mendapatakan layanan Rehabilitasi dari Klinik Pratama BNN Kabupaten Bandung Barat.
Perhitungan berdasarkan jawaban dan jaV\aalban tersebut masing-masing memiliki bobot

tangka yang bervariasi.



Indeks Kepuasan Penerima Layanan 3.29 3.44 103.38
Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN Indeks Indeks %

Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

No | Tahun Target Realisasi Persentase | Perbandingan
Adanya
1 2022 3,2 Indeks 3,192 Indeks 99.75 % Kenaikan
persentase
2 2023 3,2 Indeks 3,36 Indeks 103.38 % | sebesar0.15 %

3 2024 3.29 Indeks 3.44 Indeks 104.55 %

Berikut grafik perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Pada

Fasilitas Rehabilitasi dari tahun 2022 — 2024.

Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas
Rehabilitasi dari tahun 2022 - 2024

2022 2023 2024
m Target 3,2 3,2 3829
Realisasi 3,192 3,36 3,44
Persentase 99,75 105 104,5592705
Target Realisasi Persentase

Dapat di lihat bahwa pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Bandung Barat dengan target 3.2 Indeks dan adapun realisasinya sebanyak 3,192
Indeks dengan persentase 99,75 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak
3.2 Indeks perkara dan realisasinya sebanyak 3,36 indeks perkara dengan persentase
sebesar 105 %, dan pada Tahun 2024 Tanget 3.29 Indeks realisasi 3.44 Indeks dengan

persentase 104.55 %. Dapat disimpulkan pada Tahun 2024 realisasi melebihi target.



Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN

3 .44(86.00%)

IKM
Nilai IKM (TrueScore)®

ooy

Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Bandung
Barat memenuhi kategori Baik (B). Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang
dinilai. semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM

Perbandingan Unsur IKM Unsur IKM

2024 2024
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D. Permasalahan/Hambatan

Adapun permasalahan dan hambatan adalah:

1. Sosialisasi IKM tidak dilaksanakan di awal tahun sehingga proses pengambilan
data terlambat dan banyak klien sudah drop out atau menyelesaikan layanan;

2. Kalimat yang terdapat dalam survey terkadang membingungkan klien untuk
menjawab;

3. Di awal tahun klien mengisi IKM dalam kertas dikarenakan belum
dilaksanakannya sosialisasi IKM masih kurangnya petugas rehabilitasi yang
belum mengikuti pelatihan tentangﬁyanan rehabilitasi.

E. Faktor yang menunjang



Petugas BNN Kabupaten Bandung Barat senantiasa berupaya memberikan
layanan terbaik bagi masyarakat yang mengakses layanan rehabilitasi di Klinik
Pratama BNN Kabupaten Bandung Barat. Layanan yang diberikan tidak hanya pada
jam operasional tetapi dapat juga berkonsultasi melalui kanal online diluar jam

operasional.

Semakin banyaknya masyarakat yang mengerti dan memanfaatkan layanan
rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi BNNK Bandung Barat juga adanya
peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi yang diselenggarakan pembina fungsi
menjadikan kualitas layanan dapat lebih baik sehingga kepuasan masyarakat dapat
meningkat

F. Rekomendasi

Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Kklinik rehabilitasi
merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN dalam
mewujudkan masyarakat yang imun terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
meningkatkan layanan rehabilitasi. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka
penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau
korban penyalahgunaan narkoba yang tentunya harus didukung dengan layanan
rehabilitasi yang baik dan memadai. Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah

Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Bandung Barat.

9 I.  Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan
efisien

A. Definisi operasionalnya
Nilai kinerja anggaran yakni capaian kinerja atas evaluasi penggunaan
anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada
keseluruhan unit kerja di lingkungan BNMyang terdiri atas aspek implementasi, aspek

manfaat dan aspek konteks.



B. Metode pengukuran

Adapun metode pengukurannya yakni dengan mengambil nilai aspek
implementasi tahun 2024 diambil dari pada Aplikasi Kementerian Keuangan yakni
SMART DJA (Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu) meliputi substansi
penyerapan anggaran, konsistensi atas rencana Penarikan dana,capaian output.

Hasil Pengukuran Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh
berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait
pelaksanaan rencana kerja anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan
sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun2017 tentang
pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL dan
terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian

Keuangan.

1. Nilai Kinerja Anggaran BNN 86 100 116.27%

Nilai tersebut dapat diambil dari dashboard aplikasi SMART DJA yang
menampilkan pencapaian kinerja anggaran BNN Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi

tersebut secara otomatis menghitung progress pencapaian kinerja dan persentase
Pada aplikasi SMART DJA juga menampilkan dan membagi kategori pencapaian

nilai kinerjaanggaran sesuai target yang ditetapkan oleh satuan kerja masing-masing.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

150 30
100

20

50

@ CRO (75%) @ Penggunaan SBK (10%)

@ Efisiensi SBK (15%) ® Revisi DIPA @ Deviasi Hal 3 DIPA

@ Penyerapan Anggaran @ Belanja Kontraktual
@ Penyelesaian Tagihan @ Pengelolaan UP dan TUP

“Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian i i .
@ Dispensasi SPM @ Capaian Output

RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”
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25 monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/nkasatkergabungan . =
= BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BENN) Role Pilih TA (2024) Logout
Nllal Kinerja Anggaran Satuan Kerja Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 % entri Cariz
Kode Satuan NK Perencanaan NK Pelaksanaan Nilai Kinerja
No. Kerja ~ Satuan Kerja ~ Anggaran ~ Anggaran ~ Anggaran ~
1 = 100,00 100,00 100,00
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya Selanjutnya
NILAI KINERJA ANGGARAN KATAGORI
Milai Kinerja Anggaran lebih dari 0% (sembilan puluh persen) Sangat baik
Milai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) Baik

sampai dengan 90% (sembilan puluh persen)

Milai Kinerja Anggaran lebih dar 0% (enam puluh persen) Cukup
sampai dengan 80% (delapan puluh persen)

Milai Kinerja Anggaran lebih dar 0% (enam puluh persen) Kurang
sampai dengan 80% (delapan puluh persen)

Kinerja Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dinilai

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Komposisi Alokasi Anggaran

Akun 2
Digit » Anggaran ™~ Anggaran ™ Persentase

53 Belanja Modal: 0,0 % 51 Belanja Pegawal
0%

51 Bel : 0,
51 Belanja o o nan:A 54 Belanja Bantuan

Pegawai Sosial: 0,0

52 H(-lnnj.l 1.513.605.000 1.501.267.108 99.18 %
Barang

53 Belanja (4] 0 nan %
Modal

57 Belanja 0 ) 0.00 %
Bantuan Sosial

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri  Sebelumnya - Selanjutnya

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang
Pengukuran dan Evaluasi KinerjaAnggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian
negaral/lembaga.

Adapun hasil yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung
Barat tahun anggaran 2023 adalah 85,92 Dengan kategori “Baik”. Pada tahun 2024
Target 86 realisasi 100 dengan Kategori “ Sangat Baik “. Pencapaian tersebut dapat
dilihat ditabel perbandingan dibawah injg

“\_ 52 Balanja Barang:
100,0 %



1 2022 87 Indeks | 84,22 Indeks 96,80 %
2 2023 85 Indeks | 85,92 Indeks 101,08 %
3 2024 86 Indeks | 100 Indeks 116.27%

Terjadi
kenaikan di
2024

Berikut grafik perbandingan nilai kinerja anggaran dari tahun 2022 - 2024

Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun
2022 - 2024

2022 2023 2024
W Target 87 85 86
m Realisasi 84,22 85,92 100
= Persentase 96,8045977 101,0823529 116,2790698

m Target ™ Realisasi ™ Persentase

Dapat di lihat bahwa pada tahun 2022 targetnya sebanyak 87 indeks dan

realisasinya sebanyak 84.22 indeks dengan persentase sebesar 96,80 %. Dan

sedangkan pada tahun 2023 targetnya 85 indeks dengan realisasi sebesar 85,92

indeks dengan persentase 101.08% dan Pada Tahun 2024 Target 86 Indeks Realisasi

100 Indeks dengan persentase 116,27%.

C. Permasalahan/hambatan

Pencapaian nilai ini tidak mencapai target dikarenakan penyerapan anggaran

yang polanya tidak optimal tidak mengikuti rencana penarikan dana (RPD).

Sementara untuk pengukuran konsistgnsi antara perencanaan dan implementasi

dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan serta adanya



kegiatan yang tidak tercapai outputnya.

Adapun target Nilai Kinerja Anggaran berubah dikarenakan ada penurunan target
dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 2 Indeks, hal ini yang menyebabkan realisasinya
juga ikut berubah mengikuti target yang ditetapkan. Jika melihat target tahun 2023
sebesar 85 indeks dan realisasinya sebesar 85,92 indeks maka realisasi termasuk
kategori Nilai Kinerja Anggaran “Baik” dari rentang nilai 80-90 indeks. Pada Tahun
2024 Realisasi 100 dari Target 86 sehingga capaian pada Tahun 2024 melebihi dari
Target.

Capaian nilai kinerja anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung
Barat didapat daribeberapa aspek implementasi yang terdiri dari Lima bobot variabel
yang terdiri Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Capaian Rincian Output (CRO),
Efisiensi sebesar, Nilai Efesiensi, Capaian nilai kinerja anggaran Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Bandung Barat terealisasi 100 dengan target capaian 86.
Dengan demikian capaian target mencapai 116.27 %, hasil yang dicapai sudah
melebihi target perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Walaupun melebihi target
namun tentunya akan menjadi atensi bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Bandung Barat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dari Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Bandung Barat agar semakin efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi adalah ketidak sesuaian RPD awal dengan realisasi
menyebabkan deviasi pada hal 1l DIPA, hal ini disebabkan oleh refocussing
anggaran, kurangnya jumlah pegawai yang belum sesuai dengan DSP yang
seharusnya, sehingga menyebabkan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan
yang tidak sesuai dengan jabatan karena harus merangkap beberapa tugas atau
pekerjaan lainnya yang menyebabkan kurang fokus terhadap pekerjaan.

D. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang yakni, adanya kekompakan dan kerjasama dari

seluruh pegawai dalam melaksanakan4§egiatannya sesuai RPD dan timeline yang

telah dibuat pada awaltahun. Adanya pengawasan dari Kepala BNN Kabupaten



Bandung Barat secara menyeluruh ke masing-masing unit kerja.
E. Rekomendasi
Sebagai rekomendasi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah
dengan mengikuti sertakan pegawai yang ada untuk pelatihan dan bimbingan teknis
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, menerapkan kebijakan dinamisasi
dan optimalisasi, Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh
personil BNN Kabupaten Bandung Barat dan menjalin komunikasi dan koordinasi ke

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

J. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan vyang sesuai

10 prosedur

A. Definisi operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan
sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang
disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasipada Online Monitoring
(OM) SPAN vyang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas
kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil
pelaksanaan anggaran.

B. Metode pengukuran

Pada TA 2024 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya
dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang
sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus
pada peningkatan kualitas belanjayang didukung oleh akselerasi belanja dan
capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome
perekonomian dan kesejahteraan masz)l/%rakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam

bentuk Reformulasi IKPA 2024.



Reformulasi IKPA 2024 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja
pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan
tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah
untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan
pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairnesstreatment)
dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan
alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Ada perubahan aspek dan indikator

kinerja dalam penghitungan nilai IKPA 2023

. Perubahan aspek dan indikator kinerja:

IKPA 2021 IKPA 2022
4 Aspek 3 Aspak
1. Kesesuaian Perancanaan denqan Pelaksanaan Angoaran (15%) 1. Kualtas Perencanaan Anggaran (20%)
2. Kepatunan Terhadap Requlasi Pelaksanazn Anggaran (28%) 2. Kllalitas Pelaksanaan Angoaran (55%)
3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 3. Kualtas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

4, Efekffitas Pelaksanaan Anggaran (10%)

13 Indikator Kinerja: 8 Indikator Kinerja
1. Revigi DIPA (5%) 1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman Il DIPA (5%) 2. Daviasi Halaman I DIPA (10%)
3. Paquinus (3%) 3. Dtz Konirak (10%)
4. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Taghan (10%)
5. Pengelolaan UP dan TUR (3%) 0. Pengelolaan UP dan TUP {10%)
6. LPJ Bendahara (5%) f. Dispensasi 3PH (5%)
7. Dispensasi SPII (%) 7. Penvarapan Anggaran (20%)
8. Penyerapan Anggaran {15%) 8. Capaian Output (23%)
9. Capaian Quiput (17%)

10. Penyelesaian Taghan (10%)
11, Relur 8P20 (39%)

12 Pengembalian SPH (%)
13, Perencanaan Kas (%)
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C. Hasil Pengukuran

Adapun hasil pengukuran IKPA yakni melakukan revisi DIPA dan revisi halaman

Il DIPA sesuai waktunya, Deviasi halaman Il DIPA tidak terlalu jauh selisihnya,

Penyerapan anggaran yang konsisten sesuai timeline, Pengelolaan UP dan TUP tepat

waktu, Dispensasi SPM yang tidak mengalami keterlambatan, serta capaian output

yang terisi.

= EA MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

A@EIRIEE SAMPAI DENGAN | DESEMBER

KUALITAS
PERENCANAAN
NO KODE KODE = KODE URAIAN AT EEEEALLE
KPPN = BA | SATKER SATKER
DA Il DIPA
1022 086 418317 BADAN Nilai
NARKOTIKA
NASIONAL ~ Bobot 10 15
KABUPATEN
BANDUNG  Nilai Akhir 10.00 15.00
BARAT
Nilai Aspek 100,00

BADAN NARKOTIKA...

i BT

Q
KUALITAS
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN RSl
PELAKSANAAN TEEES NILAI AKHIR
ANGGARAN NILAL | KONVERSI (NILAI
TOTAL ~ BOBOT TOTAL/KONVERSI
(PENGURANG) G
PENYERAPAN BELANJA PENYELESAIAN | PENGELOLAAN CAPAIAN !
ANGGARAN  KONTRAKTUAL TAGIHAN UP DANTUP OUTPUT
100.00 100% 0.00 100.00

20 10 10 10 25
20.00 10.00 10.00 10.00 25.00
100,00 100.00

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing

Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodic

setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap

saat atas perkembangan kegiatanyang ada pada Satuan kerjanya.

Meningkatnya tata kelola administrasi
1. | keuangan yang sesuai prosedur

100
Indeks

96,65
indeks

105,65
%
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Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :



1 2022 95 98,31 103,48
2 2023 92 94.01 102,18
3 2024 94.65 100 105.65

Terjadi Kenaikan
Tahun sebelumnya

Berikut grafik perbandingan nilai IKPA dari tahun 2022 — 2024

Perbandingan nilai IKPA dari Tahun 2022 - 2024

2022 2023 2024
m Target 95 92 94,65
= Realisasi 98,31 94,01 100
= Persentase 103,4842105 102,1847826 105,6524036

M Target M Realisasi ™ Persentase

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target nilai IKPA

sebesar 95 indeks dan realisasinya sebesar 98,31 indeks dengan persentase 103.48

%. Pada tahun 2023 targetnya sebanyak 92 indeks dan realisasinya sebanyak 94,01

indeks dengan persentase sebesar 102,18 %.Pda Tahun 2024 Target IKPA sebesar

94.65 Indeks dan realisasinya 100 Indeks dengan persentase 105.65 %. Dengan

demikian dapat disimpulkan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi

oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan

dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun strategi

optimalisasi capaian IKPA :

a. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan

mengendalikan serta mengoptimaslﬁan revisi anggaran dalam hal diperlukan

penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.




Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran
yang diberikancatatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan

pada Triwulan I.

Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir
triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.
Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran
(minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana
masing-masing jenis belanja.

Menyelaraskan RPD Halaman 1ll DIPA dengan target penyerapan anggaran
triwulanan.

Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar
memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan
penyesuaian pada RPD Hal lll DIPA.

Mengajukan revisi Hal lll DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam

rangka penilaian IKPA

Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal,

serta tidakmenumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal

yang prosespengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun

anggaran.

Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan
berdasarkan target,rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah
disusun.

Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan

UP Tunaisecara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.

Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving

UP Tunaipaling sedikit 100% dalarr513satu bulan.

Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran

dalam satubulan secara efektif dan meminimalkan setoran.



m. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP
sebelum akhirtahun anggaran berakhir.
n. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas

UP/TUP dan detildata IKPA UP/TUP

0. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari
keterlambatandalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.

p. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang
akhir tahunanggaran; dan

g. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk
menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun

r. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola,
khususnyauntuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.

s. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan
capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian
output dengan penyerapan anggaran.

t. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat,
dan disiplinpelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja
setelah bulan berakhir).

u. Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah
Terkonfirmasi.

v. Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam

melakukanpengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

D. Permasalahan/hambatan
Kendala yang dihadapi adalah Kesesuaian penyusunan anggaran dan realisai di

lapangan tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal, adanya perubahan kebijakan
dari pemerintah pusat sehingga pelakgzalmaan tidak sesuai dengan rencana awal

kurangnya sumber daya manusia yang belum memenuhi DSP.



E. Faktor yang menunjang
Dikatakan Berhasil karena faktor — faktor sebagai berikut :

1. Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam
menjalankan kegiatan — kegiatan di sub bagian umum,
2. Adanya kerjasama dengan baik antara seluruh antara pegawai, Adanya
konsistensi masing — masing seksi dalam melaksanakan tugasnya, dan
3.  Adanya komitmen yang kuat dalam mengejar target realisasi penyerapan
anggaran dan time line/RPD. Dan Adanya ketepatan dalam pengisianCapaian
Output serta Melaksanakan Revisi Dipa Halaman Il secara tepat waktu.
F. Rekomendasi
Rekomendasi dan strategi kedepannya adalah Peningkatan kemampuan dan
bimbingan teknis Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan Keuangan

Mengoptimalkan sumber daya yang ada.

K. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran belanja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,501,267,3108,- atau 99,18 % dari total anggaran yang
disediakan yaitu sebesar Rp. 1,513,605,000,- dengan rincian sebagai berikut hasil yang
di peroleh BadanNarkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat adalah nilai angka

dengan detail pengkuran sebagai berikut :
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Berikut realisasi anggaran BNNK Bandung Barat hingga akhir tahun 2024 :

KEMENTERIAN KEUANGAN REFPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Jonis Bxtanja
NO Hode | Mama Kegiatan Total
Pogaaal Barang Modal Beban Bunga Subsidl | Hibah | BanSos | LainLain | Transfer
PG o| sossso00 ) o ) o o o o| sosseon0
REALISASI 44,724,050 44,724,060
=T dan Per a00% (am.as%) | o.00% oot | ook | coow| ooow| ooow| ook (88.25%)
SisA o| ssmsse ) o ) o o o o| semsse
EasU o 11.zea000 o [} o o [} o o| 11zsa000
11,225 000 11,225 000
PO s o T dan Sumber Gaya REALISAS | g oo fease) | o.oo% poow | coow| ooms| coow| ooow| coox [99.51%)
siEa o 55,000 [} ) o [} o o 55,000
gL o| 13331000 o [ 0 o [ o o| 13331000
B 000 000
3 mn dan Progran dan REALISASE | nose ‘2'[-:7” f.00% poow | coow| com| coow| ooow| aoow ‘2'[-:qu
siEa o 254,000 [ o o [ o o 54,000
o| 8s0334000 ) o ) o o o o| Bso33e000
- i . e s 8BS 136,558 BEs, 135558
4 | 3233 Penyeienggarman Kerausahaan, Ruman Tangga dan Qo0 (AT | ook oook | ooow| oomw| ooow| ooos| come (8T
Si5a o 1,197 3482 o o o o a o 1,157,342
o| 1oe0o0000 o o o o o o o| 1oepoaone
P a1 10,000,000 106,000,000
5 | 2247 | Peryelenggaraan Advckasi ALY aooe |  (1oo00%) | ooow ooos| noow| ook | ooow| ooow| ooow|  (10000%)
sisa o ) ) [} ) o [} o o )
o[ inisacoe o o o o o o| inisaose
e sas 10,050,000 10,050,000
& | 3255 | Pascanrchabiitasi Peryalah guna danfatau Pecandu Narkoba a00% [EEL0TN) | OLDO% DOOM% | OO0 | OO0 | OLDO 0.00% a00% (=E.01%)
SiEa o 100,000 o o o o o o 100,000
EasU o| 2i7.s4m000 [} o o [} o o| 21m.sem000
217,545 000 217,545 000
7 | 2257 | Pemberdayaan Feran Seria Masyarakal REALISAS! | gane | (1o0.00%) | ooow ooow | ooo%| oom| ooow| ooow| aoow|  (lonoow
SISA o o ) o ) o o o o o
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT
o 14,845 000 L] ] L] o o a ] 14,845 000
REALISAS] 14,845 000 14,845,000
8 | 329 Penguatan Lemiaga Renabitasi Instansi Bemerintah oo |  (oo0m | ook ooo% | ooos| nom| ooow| ooos| cooe| (lonoo%)
TS o o [} o o o o a ] [}
0] 1132355000 [} o o o o a 0] 113355000
E’E‘Eum 108,584 400 108,584,400
§ | 3350 | Penguatan Lembaga Rehabiltasi Komponen Masyarakat 0.00% [96.14%) | DOO% DOO% | D0O% | D.OT% | DOO% | 0.00% | 0Q00% (95, 18%)
S15a o 4,271,500 [1] o o o o a ] 4,371,500
o 10,000,000 [} o o o o a ] 10,000,000
PaGU
s £,790,000 5,790,000
10 | 3679 | Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprofokoln EAL 0.00% [37.50%) | 0.00% 0OO% | 0.0O% | 0OTR | 0OO%| 000% | QO0% [7.50%)
S15a o 210,000 [1] o o o o a ] 210,000
BAGL o) 75200000 L] ] L] o o a 0| ™5200000
REALISASI
11 | 835 | Pengeioiaan informasi dan Edukasi ot (10000t | oo poo| ook | ook | ooow| ooow| ooow| i0no0w
5154 o o L] ] L] o o a o L]
PABL o | 1,513,605,000 o 0 0 1 0 [ o | 1,543,505,000
REAL BASI 1,501,267,108 1,501,267,108
GRAND TOTAL {0.00%) [3.18%) | (0.00%) f0.00%) | p0.00%) | (0.00%) | 0o.00%) | (oo | oot [38.18%)
TS o| 1z3msez 0 0 0 1 0 [ o| 1zamsez

56



Berikut realisasi Capaian Output BNNK Bandung Barat hingga akhir tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No. | Satker Nama Satker Bulan Jumiah Qutput Total Nilai Capaian RO Nilai Capaian RO | Nilai Ketapatan | Nilai Akhir
1| 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 01 18 1,000.00 52683 100.00 £6.84
2 | 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 02 19 1,100.00 57.89 100.00 7052
3 [ 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 03 19 1,900.00 100.00 100001  100.00
4 [ 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 04 18 1,800.00 100.00 100001  100.00
5 [ 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 05 18 1,800.00 100.00 100001  100.00
6 | 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 08 18 1,799.92 100.00 10000  100.00
7 | 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 07 18 1,800.00 100.00 10000  100.00
8 [ 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 08 18 1,800.00 100.00 100001 10000
9 | 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 09 18 1,800.00 100.00 10000 10000
10 | 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 10 18 1,800.00 100.00 10000 10000
11 [ 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 11 18 1,800.00 100.00 10000  100.00
12 | 418317 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT | 12 18 1,800.00 100.00 100001  100.00

Jika diuraikan pertahunnya realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung

Barat tahun anggaran 2024 dapat dilihat dibawah ini :

1. 2022 2,145,506,000 2,141,227,692 99.80 100
2. 2023 1,766,148,000 1,765,275,342 99.95 100
3 2024 1,513,605,000 1,501,267,310 99.18 100
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Berikut grafik perbandingan Realisasi Anggaran dari tahun 2022 — 2024 :

Perbandingan Realisasi Anggaran dari Tahun 2022 - 2024

W Target m Realisasi = Persentase
2022 2023 2024

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang pencapaiannya

berhasil melampaui target dikarenakan yaitu :

1. Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam
menjalankankegiatan di masing — masing unit kerja

2. Adanya kerjasama, kekompakan dan solidaritas diantara para pegawai Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam membantu melaksanakan
program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap
narkotika (P4GN).

3.  Adanya konsistensi masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugasnya

4.  Adanya komitmen yang kuat dari para pegawai untuk melaksanakan kegiatan
sesuai time line dan RPD masing-masing unit kerja

5. Adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan
masing-masing.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi

hambatan bagiBNN Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai target capaian
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kinerja dan penyerapan anggaran, antara lain :



1. Belum tercukupinya jumlah personil yang sesuai dengan daftar susunan
pegawai (DSP) disatuan kerja sehingga para pegawai merangkap pekerjaan.

2. Tidak adanya lagi bantuan anggaran dari Kementerian Kesehatan terkait layanan
rawat inapdi rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten.

3. Belum adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaanprogram rehabilitasi

4. Belum adanya kesiapan aparat Desa/Kelurahan untuk merealisasikan kegiatan IBM.

5. Luasnya cakupan wilayah kerja Badan Narkotika Kabupaten Bandung Barat

Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan cara :

1. Merencanakan secara matang kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan yang
menjadi skalaprioritas nasional.

2. Selalu meningkatkan koordinasi antar stakeholder, satuan kerja perangkat
daerah (SKPD), Perusahaan Swasta, dan Masyarakat terkait program kerja BNN
Kabupaten Bandung Barat

3. Selalu meningkatkan koordinasi kepada Pembina fungsi (BNNP Jawa Barat dan
Eselon 1 (BNN Pusat) terkait gambaran dan konsep rencana kegiatan yang
belum dipahami.

4. Menambah personil / Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil
di BNN Kabupaten Bandung Barat agar seluruh kegiatan — kegiatan dapat

berjalan dengan aman dan lancar.

Adapun rekomendasi yang dilakukan kedepan yakni :

1. Melakukan banyak terobosan kreatif di sosial media sehingga BNN Kabupaten
Bandung Barat semakin dikenal dimasyarakat luas.
2. Meningkatkan peran Hubungan Masyarakat dalam menginfomasikan kegiatan
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BNN Kabupaten Bandung Barat dimasyarakat.

3. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta



masyarakat guna mendukung keberhasilan program rehabilitasi

Perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada
masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan
permasalahan serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna
dan pencandu narkoba.

Menerapkan strategi kebijakan optimalisasi dan dinamisasi kepada para pegawai
serta membagi tugas secara proporsional

Mengikutsertakan pelatihan — pelatihan bagi para pegawai dimasing-masing unit kerja.
Berupaya mengajukan usulan penambahan anggaran ke BNN Pusat dalam
melaksanakan kegiatan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan
peredaran gelap narkotika(P4GN).

Menambah personil di masing-masing unit kerja.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 dari Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Bandung Barat, yang dimana merupakan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaanPerjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini menyajikan data tentang capaian
kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Selain itu laporan ini dapat
dipergunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta bahan dasar pertimbangan
dalam pengambilan keputusan maupun upaya tindak lanjut untuk kegiatan — kegiatan yang
akan datang.

Untuk peningkatan capaian kinerja ditahun anggaran berikutnya diharapkan agar
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dapat penambahan sumber daya
manusia agar kegiatan — kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, selain
penambahan sarana dan prasarana alat kantor juga masih dibutuhkan dalam rangka
peningkatan kinerja pegawai.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Bandung Barat tidak mengalami hambatan yang berarti. Walaupun dalam
kondisi serba terbatas, namun dengan adanya upaya yang sungguh — sungguh dari seluruh
sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, menjadikan
seluruh kegiatan berjalan denganbaik.

Sebagai penutup, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat akan
senantiasa berupaya tanpa henti guna meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan
kinerjanya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut yakni
menindaklanjuti setiaplaporan informasi dugaan terjadinya tindak pidana narkoba, melayani
pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) dan memberikan

pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkoba.
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REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA ([DEKTAR) TAHUN 2024
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NO MNAMA BMNNP/BNNK MNILAI DEKTARI KATEGORI
BO BMNMN KABUPATEN BANDUMNG BARAT 54.01 SAMGAT TINGGI
Bl BRMN KOTA TASIKMALAY A 51.02 TINGGI
B2 BN KABUPATEN SUMEDAMG 52.10 TINGGI

RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT 53.82 SAMNGAT TINGGI

15 BNMP JAWA TENGAH 55.13 SAMGAT TINGGI
B3 BMNM KABUPATEMN TEMANGGUNG 54.41 SAMGAT TINGGI
B4 BRM KOTA TEGAL 55.88 SAMGAT TINGGI
B5 BMM KABUPATEN BAMNYURMAS 54,63 SAMNGAT TIMNGGI
BE BRNMN KABUPATEMN CILACAPR 55.37 SAMGAT TINGGI
B7 BNHN KABUPATEN KEMDAL 54.01 SAMGAT TINGGI
BB BMNMN KABUPATEMN BATANG 55.72 SAMGAT TINGGI
B9 BMNN KABUPATEMN PURBALINGGA 55.73 SAMNGAT TINGGI
S0 BMNMN KABUPATEMN MAGELAMNG 4509 REMDAH
@1 BrM KOTA SURAKARTA 45.36 SANGAT REMDAH

RATA-RATA PROVINSI 1AW A TENGAH 53.53 TR

16 BHMNP LAWA TIMUR 54.71 SAMGAT TINGGI
F2 BMNMN KABUPATEMN SUMEMEP 55.67 SAMNGAT TINGGI
3 BMNMN KOTA MOIOKERTO 53.4% TINGGI
94 BRM KOTA MALANG 54.85 SAMGAT TINGGI
F5 BMMN KOTA BATU 55.87 SAMNGAT TINGGI




2.

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)
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b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86 787 (Kategori Tinggi)
dengan target angka 78.70 (Kategori Tinggi). Adapun klasifikasi capaian wilayah
sebagai berikur :

1) Kategori sangat tinggi (28,31 — 100,00) sebamyak 83 Satuan Kerja
2) Hategori tinggi (76,61 — B8,30) sebanyak 118 Satuan Kerja

3) Kategori rendah (65,00 — 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja

4) Kategori sangat rendah (25,00 — 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, divcapkan terima kasih atas parrtisipasi
jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga
dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahwun berikutrmys=.

4. Demikian untuk menjadi makdum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.

Tembusan o

1. Kepala BMM;

2. Sekretaris Utama BRN;
2. Inspekiur LHama BMNM.

LAMPIEAN |
SURAT KEPALA BADAN MARKOTIKA MASIONAL

LAMGEAL | 23 Desember 2024
MO SATUAN KERJA MILAI DEKTARA KATEGORI
i z 3 4
74 | BNN KOTA JAKARTA UTARA 03,303 SANGAT TINGGI
75 | ENMP BANTEN 91,807 SANGAT TINGGI
|76 | BN KOTA TANGERANG SELATAM 82,054 TINGGI
77 | BNN KOTA CILEGON 86,420 TINGGI
76 | BNN KOTA TANGERANG 85,170 TINGGI
78 | BNNP JAWA BARAT 82,580 TINGGI
BO | BNM KABUPATEN BOGOR 06,320 SANGAT TINGGI
Bl | BMNM KABURATEN CIANIUR 80,018 SANGAT TINGGI
B2 | BNM KOTA BANDUNG 06,071 SANGAT TINGGI
B3 | BNN KOTA CIREBON 06,875 SANGAT TINGGI
B4 | BNM KOTA CIMAHI 01,875 SANGAT TINGGI
BS | BNMN KABUPATEN SURABUMI 86,071 TINGGI
B6 | BNM FABUPATEN GARUT 81,071 TINGGI
B7 | BNM KABUPATEN KUNINGAN 89,107 SANGAT TINGGI
BNM KABUPATEMN CIAMIS 80,464 SANGAT TINGGI
BS | BNM KOTA DEPOK 88,303 SANGAT TINGGI
90 | BNM KABUPATEN KARAWANG 84,018 TINGGI
91 | BNM KABUFATEMN BANDUMNG BARAT 78,304 TINGGI
G2 | BNM KOTA TASIKMALAYA 85,625 TINGGI
93 | BNM KABUPATEN SUMEDANG EEEEL] TINGGI
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3. Indeks Kemandirian Partisipasi

B MARFKOTIEA HASIOMAL FABUPATEN BAMIUIMNG BARAT

3. Hasil IKFP
FPERHITUNGAM IFKF LINGFLIMGAMN MO S YA RAMAT
BOBEOT
TF PR D Farang Tarmmna

wariable Fertanyaan

Soal 1 10 10 10
Soal 2 10 10
Soal 1 5 5
Soal 2 5 5
Aungpgaran Soal 1 20
Soal 1
Soal 2
Sisteam Soal 3
Soal 4
Soal 5
Soal 1
Soal 2
Soal 3
Soal 4
Soal 1
Soal 2
Soal 3
Soal 4
Hegiatan Soal 5
Soal §
Soal 7
Soal B
Soal 9
Saal 10

Saal 11
JURLAH

Manusia

=
=]
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]
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

-
Nilai Internal Konversi 96,67
Nilai IKP . 387

Kategori IKP K==

Kriterla | Sangat Mandiri
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Bl HARKOTIFA HASIONAL KABLUPATEN BARMDUNG BARAT

3. Hasil IKP
PERHITUNGAMN IKP LINGKUNGAN PEMERINTAH
BOBOT
“Variable Pertanyaan O HEsmpﬂL OISPARELD
Soal 1 10 10 10
Manusia
Spoal 2 10 10 10
Metode Soal 1 5 5 5
Soal 2 5 5 5
Anggaran Soal 1 20 20 20
Soal 1 4 4 4
Soal 2 4 4 o
Sistam Soal 3 4 4 4
Soal 4 4 4 o
Soal 5 4 4 4
Soal 1 4 o o
Po— Spoal 2 2 2 2
Soal 3 i 1 1
Soal 4 3 3 3
Soal 1 2 2 2
Soal 2 i 1 1
Soal 3 i 1 1
Soal 4 1 1 1
Hegiatan Soal 5 3 3 3
Soal & o 3 o
Soal T 2 2 2
Spal B 2 2 2
Soal 8 2 o 2
Soal 10 2 o 2
Soal 11 1 1 1
JUMLAH ar a2 a5

BADAN NARKQTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nilai Internal Konversi 9.3

e e —

Nilai IKP g
~ Kategori IKP ' iEsesinia)
Kriteria | Sangat Mandiri
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4. Persentase Penyalajguna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan
Kualitas Hidup

Row Labels * Count of KETERANGAN LAYANAN REHABILITASI

Pascarenabilit pl]

Selesai Hanya ]

Grand Total )

Row Labels = Count of KETERANGAN WHOQOLFISIK TOTAL
NAIK 3 71,88% 74.2%
TETAR 5

TURUN 4

Grand Total EY)

Row Labels| * Count of KETERANGAN WHOQOLPSIKOLOGIS

NAIK pi} B8, 75%
TETAP ]
TURUN 3
Grand Toal EY)

Row Labels + Count of KETERANGAN WHOQOLSOSIAL

NAIK % B1,25%
TETAP !
TURUN !
Girand Total 2

Row Labels » Count of KETERANGAN WHOQOLLINGKUNGAN

NAIK pli 75,00%
TETAP 5
TURUN 3
Girand Tofal Y]
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Jumlah Petugas Penyelenggaraan IBM
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KASUPATEN RBANDUNG RARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATIUAJAR BARAT
NOMOR ) 23/SKEP-DESA(V/2024
TENTANG
PEMPENTUKAN TIN INTERVENS! RERBASIS MASYARAKAT (IRN)
DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATEJAJAR

KABUPATEN BANDUNG RARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA RATUJAJAIL BARAT

! 0. Badwa intervenst Berbasis rakat (IBM) scdagnl
Nenimbang o Masy

bentuk pesan serta muasymridt
mnhhn{mw di Tighat

b Babon Tim [BM odaleh Agen Pestulhon yang bestuges
mebtoseshin lgyanan rehabilitasd terhadap pecands
dan [ stay Pesyslehguna Karkotike

oummmumm.mm-pmw
dhmwmc&-’“uu-uhn
Imnmuhﬂuwhmhu

4 Pahwn  berdasarkan  pertinbangan  sebegaisksd
dimakaud pede huruf ®, b dan ¢ dipandacg perdu
dietaghan dengan Kepstwsn Kepaln Deea Batujajer
Barat Kecamalia Batigpr Kebupaten Banduag Bart.

Undang-Undang Nomor 12 Twhun 2007 semtang

Neagnpst 31 &
Pembentukan Kabupaten Bandung Baret d Provnsi
Java Barat,
z.m-ummummm
Markotilka
3. Undasg-Undang Nomee 36 Tohum 2009 tentueg
Kesshatan;
Q.WWHanﬂuhunmlllmm
wa)ib laper Pecanths Markstika,

5 Peraturan Pereriatah Notmor 17 Tekun 019 Tenleng
dan Pemberantasam

Falitast Pencegrian
anmmonnm

[N tnatruksé Progiden Republik Indonesia Somor 02 Tehun
MMWMMMNON;

7. Peraturan Menterd Dalass Neger! Nomer 12 Tadem 2019
servang  Faslliand  Pescegaban  Pergalaligunsan

@ Dipindal dangan CamScanner
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Barkebe Tabzn 2016 - 2030,

0 Sernt  Edarsn  Cebermur  Jawa  Daemt Moo
35400/ Yanbengios  termmag  Benguatan  Progus
Perregahas dan Perrberontasis Peapakhgaram das

Perediaean Celap Sarkoba [NCM;

Perywahginasr dan Peredanan Cebap Merkatia

11 Surm Nepitusie Eupeti Pascurg Eert Momer -
158,45/ Kep 352 -Sudecshiva el /2021 =g
Mmhfhmwm
demm

MEMUTUBKAN:

‘ xmmmummmmmmﬂ“

PRI NTERVENS) BERTASES MASYARAXAT FON) DESA MATUIAMAR
BARAT RARAT TAHUN 2004
KESATU
KEOUA
LETIGA
KEENPAT
Texkuws bepada b
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PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KECAMATAN CIKALONGWETAN
DESA CIPADA

Jn.Lapang Mo.01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten
Bandung Barat Email : desacipadasatull @omail.com Koda Pos 40556

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPADA

NOMOR : 141.3Kep. 16/Des-04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENS| BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI DESA CIPADA KECAMATAN CIKALONGWETAN

Menimiang

Mengingat

=

KABUPATEN BANDUNG BARAT
KEPALA DESA CIFADA

Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagal bentuk peran
serta masyarakat ferhadep Rehsbilitesi Pecandu dan | afau
penyalahguna Markobika di Tingkat Desa;

Bafwwa Tim IBM sdalsh Agen Pemulhan yang berfuges
melaksanakan layenan rehabilitasi terhadap pecandu dan / atau
Penyalahguna Markotika;

Bafva Tim IEM yang tercantum pada lampiran ind dianggap mampu
dan cakep untuk melsksanakan lsyanan rehabilitesi berbasts
masyarakat,

Bafwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf &, b dan ¢ dipandang peru ditetspkan dengan Keputusan
Kepala Desa Clpade Kecamafan Cikalongwetan Kabupaten

Bandung Barat.
Undang - Undang nomar 35 tahun 2000 tentang Markofika:

Undang - Undsng nomor 23 fshun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telsh beberapa kall diubah, terakhir dengan
Undang - Undang Mameor 06 tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang - Undang nomor 230 tahun 2014  fentang

Femerintahan Dasrah:

Peraturan Pemenntah Womor 25 tehun 2011 tentang wajib lapar
Pecandu Markotika;

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2018 Tentang Fasditasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalshgunasn dan Peredaran

Gelap Markoba;
Instruksi Presiden Fepublk Indonesia Momor 02 Tahun 2020
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Tentang Rencanan Aksi Masional PAGN;

G. Surat Edaran Gubermur Jawa Barat Momor 3547097 anbangsos

fentang Penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Markoba (P4GN);

7. Perda Kabupaten Bandung Barat Mo. 3 Tahun 2020 Tentang
PAGH.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAMN KEPALA DESA CIPADA KECAMATAMN CIKALONGWETAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

Menetapkan :

KESATU . Membentuk Tim intervensi Berbasis Masyarakat Desa Clpada Kecamatan
Cikalongwetan Kabupsien Bandung Barat dengan susunan keanggotaan
sehagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ing;

KEDLA : Tim Intervensi Berbasis Masyerekat Dese Cipada  Kecamatan
Cikalongwetan inl dimaksud dalam Diktum EESATU mempurnyal tuges
miedakzanakan Layanan Intervens Berbasis Masyarakat;

KETIZA : Dwelam melaksanakan tugas, Tim IBM selaly berkoordingsi dengan Saksi
Fehabiliasi EMM Kabupaten Bandung Barat;

KEEMPAT : Kepubusan inl mulai bedaku pada tangpel ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian harl terdapat kekeliruan dalam penefapan Keputusan
inl akan dizdakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi ©  Clpada
al ;02 Mel 2024
prsCIPADA

Tembusan disampalkan kepada Yih.
1. Bapak Camat Cikalongwetan
2. Yang bersangkutan Mamanya tersebut dalam lampiran ini
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6. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

a

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PUSKESMAS DTP JAYAGH!

NOMOR PESS1IMKAMLOV0240NNP
NOMOR 48051PKMNV D24

TENTANG

PENYELANGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pada harl ind Senin wngial enam bulan Maret sahun dua nbu dua puluh empst,
kaem yang beranda tangan i bawah ny
L M Are! Ramdhanl, seloku Kopals Badan Narkoties Nasions Proviesi

Jawa Barst cniam he! ni beetondak urmk den s nama Badan Narkotika
Nasional Proviesl Jews Barst yang terkedoduban o A, H. Hasan No 1 Kel
Csaramen Kdu, Kec Godebage Bandung umick salarutryn dastut PIRAK
PERTAMA

Arrwar, SKop., MM.Kes, solasu Kopala Puskesmas OTP Jayagin, dalan
hal i berincak wnluk dor atss nems Puskesmas DTP Jayagiri yorg
berkedudukan o A Jeysgr Ne 35 Kecamatan Lemitang, Kabupaien
Bandung Barst, untuk selanuinya dectut PIHAK KEDUA.

Uniuk sedanptnya PIHAK PERTAMA dan PIMAK KEDUA, sacars berssma-sama
dsebut PARA PIHAK feretrh cahulu meneeanghan baltal sebagal barkut

Bahwa PMAK PERTAMA sdsish Lambage Pemetnah Non Kememerion
yang berkeduduban dbswah Prasden yangd mamgunyal tLas mengusun don
malscsanaban kabjakan nasiona mengena: pencegahan dan pamberanisssn
parwalahguraan dan peredaran gelap Narkotics dan Prekiussor Nicsotha das
merupakan Instans! vertkal Sadan Narkotiks Nasiondd Repubik hdoresia
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yarg melaksarakan wgas, ungs dan wowenang Badan Narkotisa Nasoral
Republk Indonesa dalah wilayah Provins! Jawn Sarst bersda dbawah don
bartargpung pwad kepods Kepal Bodsn Narkotks Nasoral Republk
naorasia

Bamwa PIHAK KEDUA adidan Pusal Kesahatan Masyarakal adalan fasizas
palayanan kesehatan yang menpeergoarakan Jwayd kesehatan masyaraha
dan upaya sesohatan porseorangan lingkat permama,  demgan  lebin
meanguiamakan upays promotf dan preventr! ¢ wiayah kenanms

Barwi PARA PIHAK Selas messsaniion kina sama maaki suat gananjan
AR sama wNnlang Pevwelengganaan Rahabilas Berkeanutan antara BNN
Frovirs Jasa Barat dan DTP Jayagn.

Derngan memperhatikan keterdcan peraturan  perundang-undangan  sebagai

berthut:

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 terang Narkosha (Lambarsn Negas
Roapubbk doness Tatun 2006 Nomor 143, Tambetan Lembarsn Negers
fapubtk Indoness Nomaor 5062)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023  tertang Keeshstan (Lembarsn
Negara Repunlk Indonesa Tahun 2006 Nomor 144, TamBahan Lembasss
Nogars Republe Indonesia Nomer S063)
Porauan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Percbanan atas Peraturan
Presiden Nomor 23 Tabun 2010 tentang Badon Narsotka Nasonal
nstruksi Presigen Nomor 2 Tahun 2020 tertang Rencara Aksl Nasoral
Porcegetan dan Pemteransssn Penyalabgunesn den Perdaran Gelap
Narkotion dan Prakyrsce Narkotke Tahun 20202024
Foranuran Badan Narkosha Nasonal Repubik indonesia Nomor 6 Tarwn 2020
tentang Orgorisasi can Tata Laksara Kers Badan Narkotks Nasorsal
Provirs! dan Badan Narkotks KabupateryKots.
Poowiuran Badan Nakosha Nescnal Reputie indonesia Nomor | Tahun 2022
Terang Parubahen Atss Paraturan Badan Narkotisa Nasional Nomar 6 Tahun
2020 Temang Organisas! Dan Tata Kenja Bodan Narkotsa Namoral
Parswran Badan Narkotks Nssonsl Nomor 8 Tahen 2022 1ertang
Parpelerggarsan Rehsbenan Barkabanptse
Farmnuran Mantern Kesehatan Repubix Indonesa Nomor 37 Tabun 2013
Tertang Tats Cars Palaksanaan Wal Lapor Pecandys Narkotka,
Pocairan Pammretan Nomer 25 Tahun 2071 wentang Peaisanaan Wosld
Lapor Pecandy Narkotics (Lembaran Negars Rapubis indonesia Tahun 2011
Nomor 48, Tamtahen Lenbursn Negae Repubbh indonesia Nomor 5211),
Surst Keputusen Kepals BNN Nomor  KEPVIADVDERH 02 CQ2024ENN
fertang Punetapan Lemtage Rehabitasi Miva Bacan Narkotiha Nasioral
Pomyeionggers Remabitas Bectabarutsn,

1. Program Kenja Deput Bidang Rehatebtss: Bacan Narkotiea Nasional Tabun

_BJ :

-
-
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Anggoran 2024;

Eerdasaran hathal lersatut ) atas, dengan itkad bk dan tetap berpedoman
tepada kelentuan pessturan perundangendangan, PARA PIHAK dengan inl
sepakal unkk menindaklnut Petsnian Keda Sama guna mengopimakan
pelabsmnamn tugas can .ngsi PARA PIHAK dasm Pemysienggaraan Rehabiftas
Berkolanulan, Sengan ketermuan sebagal berkut:

BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1) Maksod Pecprgan Kerja Sama inl adalsh sebingal pedoman kera sama bagi
PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Rebabibtes Bectenrqutan bagi
Pecandu dan Kotan Penysishgunaan Napza secans efeltil «fsken, dan
Neurtptel
(I)  Tuuan Perjanjan Kerja Sams ine adaiah
o Terakzananya Rehadiitas Berksbinutan bagl Pecandy dan Korbes
Peryalahgurasn Nagza secar efuclf, sfismn, dan akumabel;

b Pesingbatan muty layanan lembaga rehabiimesi meds dan rebabitias
#al bagl pecandu dan kordan peryalatguraan Napza.

BAB Y
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruarg Ingkup Peranan Kera Sama meliput
(1) Penyelenggaraan Rehabiltasi Medis & Lembags fehabimas  PIMAK
KEDUA, beruga:
a Skrining,
b Intervens! Sngat dan
0. Ruyukan
Pelaporan pelaksanaan Rehabitasl Mecis d Lembaga Hehabétasl PIMAK
KEDUA
NMontoring dan Evalas pestsansan Rerabitasi Meds o Lemboge
Rehatiitas PIHAK KEDUA

BAB I
PENYELENGGARAAN REHABILITAS!I MEDsS
Pasald
Pampelenggacsan Rehabitas Mects & Lemboga Rebabiltas: PIHAX KEDUA

(1) Skinng wdslsh sty metode yang digunakan untuk detessi dini

18]
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pempaahgunaan Narkobs peda indmidy yang memdie fsiko stay terindkasi
marysistgunakan Narkoba

Niument skining yarg dgonskan  adalsh instument yang  sudsh
Lersandarams
Mmmmmmmmmmm.
anmummawmmnmmw
dkembangkan urtuk membanty pecandu dan korten pemyailahgunaan
Nartota doam permasalshss gangguan penpgunaan zatya dergan Njan
ustuk menngkathan kesadaran din dan mendorong feradinya  perubihan
Inghah Wk, petuges polaksana Boed  nlervestiontmiervensd Snphat
merupakan pelugas yang sudah ferlash

Rufukan adakh peimpshan tanggung jawab ates sustu kssus bak secara
honzontal maupun wershal ke fasitas yang fobih mampu menengsninys
Secas ramonal, ruukan dicerin sesus dengan kebutiuhan Kien

PELAPORAN PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS
Pasal 4
Pelaporan, pencantanpendoumentason Pelaksanaan Rehatiisi Meds yang
mefiput: kelembagaan crganisasl, pecsnghal program, standar pelayanan, lkporan
kegiatan sty mononng dan evaluas ayanan sehatiltss meds yang dialankan.

MONITORING DAN EVALUAS| REMABILITASI MEDIS
Pasal §

Mentoring dan Eveluss adalon keglatan memantau perkemtangsn desm
pelaksaraan Byaran rehabittast medis dan mendal hasl yang telah deaps
serfa kondafa Nrhadip pelskssnast program  dan  kegiatan  Qyanan
rerabitasi medis yang disennggeeskan cle PIMAK KEDUA
Nontorng dan Evaluas dilakukan ¢ ok pelipsnan rehabiBasi meats;
Montorng dan  Evaluasi  dlabuban secas  barkale  sesasl  dengan
Kervenanganmya,
Monilonng dan Evaluss diaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sekurang-
RUangima T (sak) kali sstama mass parjanjan

sagw
HAK DAN KEWAJBAN
Pasal 8
PIHAK PERTAMA mempunyal hak dalam hat
(1) Menwrima Laporan palaksanaan kegatan Rehabitasi Meds secand berala
dari PHAK KEDUA
2. Lagomn di isput sesun foemal can ataw sptkas dan PIMAK PERTAMA;
b. Laporan diaksarakan secars berkals dan stay sesusl kebutuhan

i

iy
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(2} Mendapatan akses unhk melakaanatan mositonng den evahasl reabitasi
rawwt jalan medis ol PIMAK KEDUA
(3} Mendspa! njucan ken darl PIMAK KEDUA.
Pamsal 7
PHAK PERTAMA mempunya! kewaioan daam ha:
(1] Memberkan akses cals dsn pelporan kepada Dias Xeseratan Wiayah
forkal Pelabksanain Rebatibtes Meds yang dibdksanokan oleh PIHAK

(2] WNenyedakan yanan dalam penpelenggersan rehabias Berkalanutan,

d  Fasifas njukan ke layans lebh bnut.
{3) Melhksanakan peninghatan kemampusn dalam bentuk penguatan, dorongan,
atau fasinas kepada PIHAK KEDUA ssaum dengsn snggaran yang fersedia
{4) Penguatan Layanan Rehabiitas Moeds depal Berups
3 Pembinaan dan bimbingan teknka
b Penngsatan kederampdan atau kompetens Sumber Daya Manusa.
¢ Panngeatan kapasitas lembago PIMAX KEDUA
¢ Mageyg
& Panngestan standsr lgsoan
{5) DoronganFasiites Layvanen Retabtobtns Medis dapst berupa:
Carmenar
Koordnasi antar pamanghu egensngan
Semilcka o%au lokakarya.
Duboungan asstensikonselon adio.
Pamberan mothvas! penyediaan dan pengemiangan program layanan
sesun dengan sisndar pelayanan yang beriaku.,

Pasal &
PIHAK KEDUA mampunyai hak dalam ral
(1) Menerima peninghatan kemampuan lembada sesual dengan Pajanian Kerja
Sama dart PIHAK PERTAMA selolah melald proses werfikasl. Benuk
dusurgan peningkatan somamguan sebagamana dmaksud datas dapat
berupa:
a3 Bimbngan teknis panyelenggarsan yanan rehabitast medis;
b Dubungsn peinghatsn kompetsres sumber cays manusis i Sidang
serabilinn bagi pecandu dan kortan pempRshounaan Napes
¢ Feningkatan standar mutu Qyanan;
d. Tempat rupkan layanan rehabilias berkelanjusan

sanop

s
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Pasal 9
PINAK KEDUA memprrys: kswacan dalam hat:
(1) Melaksanakan gelipoesn,  pencatatarvpendokumentasian  pelkssnssn
rehaténas meds yang mediput
8 Kelembagaan orpanisas, perangkst program, standar pelayanan, Mpaoan
m.Mnmmdmewmmwm
diplankan, membert laporan pelksanssn kegatan rehabitasl meds
Sechtn Burkals dan PIMAK KEDUA.
b Laporan & npet sseum format dan atau aptkas dar PIKAK PERTAMA:
€. Laporan dlabksanscsn secara barkala dan atau sesual ketuluhan
(2] Neruuk Mien ke rehadiitas ryutan sesual kebutchan Kien;
(3} Mebisanakan Rehabibasi Meds sssun dongon standar dan kedentusn

4] Memanfsaksn  dan wmmun dukungan  peninglatan
Kemampuan yung dparcleh sesua dengan perustukamys,

(%) Moaluan kegsams dengon masyarakal selempal untuk mendukung
program Interverndsi Barbasis Masyarakat (IBM) bia tersedia & whayah;

(6) Meninghatian jeareg dengen phak tedall tak nstansi  pemenmsh
MaUpUN Swasta daam ugdys penysenggarsan retabiias: berkelanjutan

BAaBYV
PEMEAYAAN
Pasal 10
Blaya yany tmiul sabage skitiat can pelaksaraan Peranjan ¥ega Sava in
dbebankan pada anggaran PARA PIHAK seeus dengan ketertuan perundany-
urdergan

BaB W
JANGKA WAKTY
Pasal 11

Porpanpan Kera Sama ini berfaku sampal dengan tulan Desemiar 2024 serhitung
seak dlardaiangani cuh PARA PIMAK,

BAB VI
KEADAAN KAHAR

Pasal 12
(1) Keadean kahar (Force Myowe) adalah kejadian @ uar sekuasaan dan
kemimpuan PARA PIMAK antara lain tetapl tdak terbotas pada leradia
bescans alam, banjr, gempa burm, lstusan gunung berapl. sabotase, huns-
hien pemogokan, kesdasn perang, epidemk dan terdapatrya perdbanan/
kabjscan lwhadep persturan perundang-undangan (Irmasul ketenuan
mengens segais seguiasl dan sebiakan ekonomi moneder), dan kejasan lain

yang dagal estut setaga seadon divar kehendak PARA PIHAK.
6

B\
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12) Dalam hal edadiya keadasn kahwe, phek yang mengabm  wald
memberiahukan secarn leruls tegads plhak Bienys mengenal Seradioya
keadaon kahar lersebul dalam waks: selambal- tambatrya 7 (tuuh) han keda
lerhitng sejak Wanggal wriedms kesdsan kshar, Ketsrmbotan atau
fchlalan unhk memderitshutnn sderys tesdasn kahar, mengakbatkan
Sdak dakurmyn pariibwi SNrsebul sebga keadoan kahar cleh phak ainnya.
Apadia  dalam wakty T (uph) hett kalender sajak  ditermannya
pemieriiahuan Srabsad, belum stau Sdak ada tanggapan dan pihak yang
manefima sambeitahusn, maks adarya perstiwa sebogaimana dimaksud
pada ayal (1) danggap wish dketahur oleh pihak torsebut.

ﬂmw:mwmmmwmm
Ciansakan owh PARA PIMAK secara musyawarah unhk  mencapal

BAB VN
KORESPONDENS
Pasal 13
Calam rangka korsspondwnsl davistsu pebiksanaan knglatan Peranjon Kerda
Sama, PARA PIHAK mesunuk onit kegs  sau  sahan  keqe  yang
bertanggungawab sebaga pengubung yang dletaphan sebagal beskt
4. BNN Provins| Jawa Barat
Nama i dr, Fatimah Amela, .|
Jabatan : Keeswlor Ahll Muda
Telepon ((022-875068320613-1827-1147)
Emat : rehabiitasi benplaban@gmad.com

b UPTD Puskesmuas DTP Jayagicl
Nama : dt, Bucl Rayan Sarl
Jabatan : Pengelcla Program Keswa
Telapon 1 082237965967
Eman : DTPayaginidgmall.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIMAN

Pasal 14
Perjanjan Xera Sama ni hanya dapat citafsitkan menunt hutum negara
Repubik 'ndoresia dan dalom hal ferjadinya perbedaan pendapat penalsran
Mau perselishan yang tmiul darl cdon'atay sebagal akbat pebiksansan
Parjangan int PARA PIHAK sepacn! oriuk menyslessionn secas mutyssncsh
ustuk mufanat
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BAB X
PENGAKHRAN PERJANJAN

Pasal 15
Mmmnmmummmunmwm
Sama in setelm masa Deraku setegemane dmoksud pede Prse 11
(sebelas) berabkni, maka phak tersebut waid membertabukan secans Srtus
kepeds prak iy selentel- Smbanya 1 (Salu) busn sabelum diakhidnga
Perjanjan Kena Sama i

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pxaal 16
{1) Hal-hal yang Belum cistur dorvotau balum lercaup datam Paanjian Karja
&mmmmmhwmmmm
dalam Bestuk Adendum
@) Adendum sebegaimara aimalsud pess syst 1) citudt  sebelum
Perakhimya Pedanian Kers Sama i dan menpetses bagian yang tidak
rpsshtan dan Peranjan Kegs Sama i

BAB X»
PENUTLS
Pacal 17
{1 Mmmmmummmwumm.m
m.mwmmwnmmwmmp
Eama N.MMZ{M)ﬂ.m-MWIW
dan mempunyal kebuaten hukum yang soma setelah diasdutangan PARA
PIHAK,
2} Demibian Peranjan Kera Sama ni deust derges semangat kega sama
yang bak, umuk dpatuly dan cilaksanakan cleh PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA,

2

M Arief Ramdhani Anwar, S Kep, MM Kes.

W
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7. Jumlah Penyelenggara IBM yang Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN CIKALONGWETAN
DESA CIPADA

Jn.Lapang Mo.01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwelan Kabupaten
Bandung Barat Email : desacipadasatull @gmail.com Koda Pos 40556

KEPUTUSAN KEFALA DESA CIPADA

NOMOR : 141.3%¥ep. 16Des-042024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVEMSI BERBASIS MASY ARAKAT (IEM)
DI DESA CIPADA KECAMATAN CIKALONGWETAN
KABLPATEN BANDUNG BARAT

KEFALA DESA CIPADA

Menimbang a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagal bentuk peran
sets masyarakat terhedap Fehsbitssi Pecandu den [ afad
penyalahguna Merkotika di Tingkat Desa;

b. Bahwa Tim IBM =dalsh Agen Pemulihen yang berfuges
melaksanakan layanen rehablitasl ferhadap pecandu dan / atau
Penyalahguna Markotika;

c. Bahwa Tim |BM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu
dan cekap umbuk melaksanakan leyanan rehabliitasl berbasks
magyarakat;

d. Bahwa berdazarken perfimbangan ssbagaimana dimaksud pada
huruf 8, b dan ¢ dipandang peru ditefapkan dengan Keputusan
Hepals Desa Cipsda Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten

Bandung Barat
Mengingat 1. Undang - Urelang nomar 35 tahun 2008 tentang Markotka:

2. Undang - Undang nomor 23 fahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telsh beberapa kel diubah, terskhir dengan
Undang - Undang Womor 08 tahun 2015 tentang perubahan kedua
alas Undang - Undang momor 230 tehun 2014 tentang

Pemerintzhan Daerah;

3. Peraturan Pemesiniah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor
Pecandu Markotia;

4. Peraturan Pemesintah Momar 12 Tahun 2018 Tentang Faslitasi
Pencegehan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Markoba;
5. Instruksi Presiden Republk Indonesia Momor 02 Tahum 2020
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Tentang Rencanan Aksl Masional PAGN;

G. Surat Edarsn Gubermur Jawa Barst Momor 35409 anbangsos

tentang Penguatan Program Pencegshan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Markoba (P4GN);

7. Perds Kebupsten Bandung Barst Mo. 3 Tahun 2020 Tentang
PAGH.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAM KEPALA DESA CIPADA KECAMATAMN CIKALONGWETAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

Menatapkan

KESATLU . Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Clpada Kecamatan
Cikalongwetan Kabupaien Bandung Barat dengan susunan keanggotaan
sehagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ind;

KEDUA : Tim Intervensi Berbasis Masyarekai Desa Cipada Hecamatan
Cikalongwetan inl dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyal tugas
miedakzanakan Layanan Infervens| Berbasis Masyarakat;

KETHZA : Dalam melaksanakan tugas, Tim IBM selaly berkoordings dengan Salel
Rehabiliasi BMM Kabupaten Bandung Barat;

KEEMPAT : HKeputusan inl mulal berdaku pada tanggal ditetepkan dengan keterfuan
apabila dikemudian harl terdapat kekeliruan dalam penstapan Keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinga.

Ditetapkandi ©  Clpada
al ;02 Mel 2024
e CIPADA

Tembusan disampaikan kepada Yt
1. Bapak Camat Cikalongwetan
2. Yang bersangkutan Namanya tersebut dalam lampéran ini
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RASUPATEN RANDUNG RARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA DATIJAJAR BARAT
NOMOR » 23/ SKEP-DESA(V/2024
TENTANG
PEMPENTUKAN TIN INTERVENS! RERBASES MASYARAKAT (IRN)
DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATEJAJAR

KASUPATEN BANDUNG RARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA RATUJAJAI BARAT

Nenimbang ! 0 Badwn Intervenst Berbasis Masynrakat (IBM) sedagn

bestuk pesan serta muasymrdet Rchadiltasi

Pecunds dan/wan Wmdim
Dem,

b Babom Tim [BM odeleh Agen Pestulion yang bertups

meboseshin layanan rehabilitasd terhadap pecands
dan | stay Pesyslehguna Karkotike,

chmmmummnuam-mw
dhmwdﬂnuﬁ.“uu-uhn
Immrdtﬂlﬂmmhu

4 Pahwm  terdasarkan  pertinbangan  sebegaimisd
dimakaud pode huruf =, b den ¢ dipandacg petlu
WWKWMMEW
Barat Kecamalia Botupar Kebupaten Bandesg Bamt.

Undarg-Undang Nomor 12 Twhun 2007 semtang

Neagnpst -l 8
Pembentulan Ksbupaten Bandung Baret di Provasi
Java Barat,
z.um-ummuuhmmm
Markotika:
3. Undeeg-Undang Nomer 36 Tohem 2009 tentusg
Hesrhatan;
1, Rmaleunﬂuhun”lltmm
wafid laper Pecantis Markatika,

5 Peraturan Peaeristah Neweor 17 Tekun 2019 Tenlang
dan Pemberantaan

Froubitasi Pecegnian
anmmmm

6 Inatruksé Presiden Reputdik Indooesia Somor 02 Tehun
mmmmmwmn;

7. Peraturan Menterl Dalaes Negerl Nomer 12 Takem 2019
seriang  Fasltrand  Pescegaban  Pergalaligunsan

Dipindal dangan CamScanner
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EREN

Rarkatica dan Preearsor Rurkotha,

&L“m:num'mmmtm

Akt Dasmab & Eidarg Pescepahan
Perrbernstasan PMergulahgurssn o Peredoron
Barkoba Tahon 2016 ~ 2030,

0 Sermt  Edarsn  Cebermur  Jawa Doent
354)00/Yanbengwos  terimag  Pengualan  Progres
Perregahas dan Persberonlasie Peapakhparae das
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8. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi
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9. Nilai Kinerja Anggaran
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BADAN NARROT A NASIONAL NARLIPATEN BANDUNG BARAT BADAN RARKOTIMA NASONAL (NN Ny P TA |00 oot

Ni'ai Kinerja Anggaran Satuan Kerja MOsIOnNg | Nl ose|a Angparan Sathar
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Ct
Kode Satusn WK Perencanaan WK Pelaksanaan Wl Kinerfa
Moo+ Ked Satuan Kerja o Amgpae o Angpna o Angpane
@ | Cm 104,00 10000 10000
. Nesampdkan | samgal 1 dan 1 entn Seboumnyu I Selanjutya
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10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

Kualitas Kualitas Hasil
Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan ilad Ak
Ani n Anggaran ir
no | Kode [Kode | Kode | s e Nilai | Konversi D“g;""'“i (Nilai
KPPN | BA | Satker 9 . Total Bobot (Pangurang) TotallKonversi
Revisi ::L z:::. Penyerapan | Belanja | Penyelesaian | Pengelolaan | Capaian Bobot)
oA | (SRS | Anggaran | Kontrakdual |  Tagihan | UPdanTUP | Output
BADAN Nilai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ﬁlg?‘lm Bobot 10 15 20 10 10 10 25
1| 022 | 066 | 418317 KABUPATEN 100.00 100% 0.00 100.00
BANDUNG Nilai Akhir 10,00 15.00 2000 10.00 10.00 10.00 2500
BARAT Nilai Aspek 100.00 100.00 100.00
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